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MOTTO 

نكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِّلََ  هَوْنَ عَنِّ  لْمَعْرُوفِّ ٱوَيََْمُرُونَ بِّ  لَْْيِّْ ٱوَلْتَكُن م ِّ  وَأوُ۟لَ َٰٓئِّكَ هُمُ  ۚلْمُنكَرِّ ٱوَيَ ن ْ
لْمُفْلِّحُونَ ٱ  

Artinya:  

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-Imran :  104)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Surat Ali ‘Imran Ayat 104 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,  accessed 

September 8, 2023, https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html. 
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ABSTRAK 

Kurniawan, Yusuf Fendi 2024. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang 

Syarat Dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Islamic 

Constitusionalism (Studi Putusan MK No.112/PUU-XX/2022). Skripsi 

Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H. 

Kata Kunci/Keywords : Putusan Mahkamah Konstitusi, Jabatan Pimpinan KPK, 

Islamic Constitutionalism 

Sesuai dengan Pasal 24C UNDANG-UNDANG DASAR 1945 mahkamah 

konstitusi berwenang menguji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945 atau disebut judicial review. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang judicial review yang permohonannya bersubstansi mengubah norma 

lazimnya ditolak dengan pertimbangan open legal policy yang merupakan 

kewenangan pembuat Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

112/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan perubahan eksplisit Pasal 29e UU 

19/2019, dan Pasal 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 yang 

mengabaikan pertimbangan open legal policy dengan alasan ketidakadilan dan 

diskriminatif dinilai sulit mengkorelasikannya dengan syarat dan masa jabatan 

pimpinan KPK. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana nalar hukum hakim 

dalam menginterpretasikan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dalam Putusan 

MK Nomor 112/PUU-XX/2022 perspektif interpretasi konstitusi? Bagaimana 

implikasi putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan 

KPK perspektif Islamic constitutionalism? 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual 

approach). 

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dalam pengujian 

Pasal 29e UU19/2019 dan Pasal 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 

2002 nalar yang digunakan cenderung pada non-originalism cenderung mengarah 

pada judicial activism dan mengarah pada metode penafsiran prudensial yang mana 

condong pada kalkulasi politik. Kemudian implikasi putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam perspektif dari Islamic Constitutionalism adalah 

bahwa jika pimpinan KPK dalam proses kedudukannya tidak melalui proses yang 

se adil-adilnya, maka konsekuensi logisnya dalam menerapkan tupoksi sebagai 

garda terdepan dalam memberantas korupsi maka dikhawatirkan tidak akan 

maksimal, alih-alih keadilan yang diterapkan tetapi justru kezaliman yang 

dikhawatirkan terjadi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu 

tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya 

dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman 

sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill 

University dengan menggunakan font Times New Arabic sebelum menerapkan 

transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke 

huruf Latin: 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 k ك  ḍ ض d د ~ ء

 l ل t ط dh ذ b ب

 m م  ẓ ظ r ر t ت

 n ن ’ ع Z ز th ث

 h و gh غ S س j ج

 w ھ f ف Sh ش  ḥ ح

 y ي q ق  ṣ ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf ā , ī , dan ū . ṣ  

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: 

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍūʻah 

4. Istilah (technical terms) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi 

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 
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Contoh: 

Ibn Taymī yah bukan Ibnu Taymī yah. Inna al-dī n ‘inda Allā h al-Islā m bukan 

inna al-dī na ‘inda Allā hi al-Islā mu. …. 

Fahuwa wā jib bukan fahuwa wā jibu dan bukan pula fahuwa wājibun. 

6. Kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) 

dan iḍāfah ditrasnliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan 

dengan “at”. 

Contoh: 

Na’at dan muḍ ā f ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣ riyah. 

Muḍ ā f : maṭ ba’at al-‘Ā mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā ber-tashdid) ditransliterasikan 

dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. 

Jika yā’ ber-tashdid berada di Tengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-Ghazā lī , al-Nawawī  

Ibn Taymī yah. Al-Jawzī yah. 

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahkamah Konstitusi dalam konstruksi ketatanegaraan diidealkan 

menjadi lembaga pengawal konstitusi (guardian constitution) sekaligus 

sebagai penafsir konstitusi (the interpreter of constitution).2 Hal ini 

didasarkan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar  1945 perubahan ketiga. 

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam pememeriksaan, 

pengadilan, penyelesaian, serta memutuskan sengketa yang timbul di 

bidang pelaksanaan kaidah konstitusi3 kemudian dalam istilah hukum tata 

negara dikenal dengan constitutioneele geschil atau constitutional disputes.4  

Kewenangannya secara konkrit dalam bentuk menguji materiil Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berimplikasi pada 

ketidakabsahan suatu Undang-Undang dan/atau sebagian dari Undang-

Undang dengan dasar alasan bertentangan dengan konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang terhadap 

Undang-undang Dasar adalah sebagai negatif legislator yakni hanya dapat 

melakukan tindakan membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-

undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, bukan positif 

 
2 Soimin Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

(Yogyakarta: UII Press, 2013), 51. 
3 UNDANG-UNDANG DASAR_1945_Perubahan, Pasal 24C. (1) Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
4 Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 125. 
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legislator yakni suatu kewenangan untuk membentuk norma sebagaimana 

DPR dan Pemerintah. 

Sebagaimana dalam Pasal 57 ayat 2 huruf a UU nomor 8 tahun 2011 

menyatakan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memuat amar 

selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hanya menyatakan 

status keabsahan baik materi maupun proses pembentuan suatu Pasal, ayat, 

dan atau sebagian undang-undang, tidak memuat perintah kepada pembuat 

undang-undang, tidak memuat rumusan norma sebagai pengganti norma 

dari undang-undang yang dinyatakan kontra substansi dengan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya dari substansi Pasal 

diatas telah jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai 

negative legislator, yang menurut Mahfud MD dimaknai suatu tindakan 

Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dari hasil judicial 

review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.5 

Selanjutnya, berkaitan dengan pengujian undang-undang beberapa 

kali MK dalam pertimbangannya menyatakan norma atau ketentuan yang di 

uji termasuk kebijakan hukum terbuka  (Open legal Policy),6 artikanya jika 

 
5 Mohammad Fandi Denisatria S.H and Hukumonline, “Mahkamah Konstitusi sebagai 

Negative Legislator dan Positive Legislator,” July 7, 2018, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-

ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162/. 
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 16/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

3/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 
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suatu norma yang berkesesuaian atau tidak secara eksplisit kontradiksi 

dengan konstitusi menjadi kewenangan pembuat undang-undang.7 

Perdebatan mengenai kebijakan hukum terbuka salah satunya pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang 

perluasan makna perzinahan dalam KUHP yang dimohonkan kepada 

Mahkamah Konstitusi. Bahwa MK menolak seluruh permohonan pemohon 

untuk memperluas narasi dalam norma KUHP tentang perzinahan karena 

merupakan kewenangan pembuat undang-undang. 

Beberapa putusan MK sebelumnya juga sempat mengalami 

kontroversi, seperti putusan MK No.14/PUU-XI/2013 tentang pengujian 

materiil Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), khususnya terkait dengan 

ketentuan Presidential Threshold atau ambang batas penentuan calon 

Presiden dan Wakil Presiden. Dan beberapa Putusan lainnya yang 

dinyatakan open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi.8 

 
7 Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah 

Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy),” 

Justitia et Pax 35, no. 2 (January 15, 2020): 130, https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501. 
8 Putusan kebijakan hukum terbuka lainnya menimbulkan kontroversi di masyarakat adalah 

Putusan pengujian Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; Putusan pengujian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12  

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Putusan Nomor 

3/PUUVII/2009 tentang pengujian Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap; Keputusan Nomor 86/PUU-

X/2012 tentang pengujian Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Nomor 02/PUU-XI/2013 tentang Pengujian 

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 7 Ayat 

(4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 Ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 Ayat (2), dan Pasal 64 Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; dan lain-lain. 
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Dalam putusan-putusan yang mengandung open legal policy 

tersebut di atas, seringkali Mahkamah Konstitusi bias dalam negative 

legislature atau positif legislature, bahkan di dalam Mahkamah Konstitusi 

sendiri tidak jelas meletakkan landasan pada judicial activism atau judicial 

restraint.9 Artinya disini bahwa mengacu pada kewenangan MK yang 

dijelaskan dalam Pasal 57 UU 8/2011 karena MK tidak mempunyai 

kewenangan sebagai positif legislator yang hakikatnya dimiliki oleh 

pembentuk undang-undang, maka ketika ada permohonan yang 

mengusulkan pengubahan narasi undang-undang, seharusnya MK menolak 

permohonan tersebut dengan pertimbangan karena merupakan kebijakan 

hukum terbuka (open legal policy) atau merupakan kewenangan pembuat 

undang-undang (eksekutif, dan legislatif).  

Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan 

menjustifikasi rumusan norma pengganti dalam UU 19/2019 yang tidak 

secara eksplisit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni 

pada putusan Nomor 112/PUU-XX/2022.10 Perubahan tersebut berkaitan 

dengan penambahan diksi syarat dan perpanjangan masa jabatan KPK. Hal 

ini dilihat dari justifikasi mahkamah konstitusi terhadap permohonan 

judicial review untuk menyatakan Pasal 29 e UU Nomor 19 Tahun 2019, 

dan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 serta menjustifikasi rumusan pengganti dari pemohon 

 
9 Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (October 8, 2019): 562, 

https://doi.org/10.31078/jk1636. 
10 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” n.d. 
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tentang penambahan syarat dan masa jabatan pimpinan KPK dengan dalil 

ketidakadilan. Dinilai sangat problematis dan multitafsir, karena sulit 

mengkorelasikan antara justifikasi MK tentang keadilan intorable dengan 

eksistensi jabatan pimpinan KPK.11 Selain itu, terdapat ketimpangan bahwa 

idealnya MK sebagai negative legislator tetapi kemudian bertranformasi 

menjadi positif legislator dengan alasan perlakuan diskriminatif dan 

keadilan intorable untuk jabatan suatu lembaga.   

Untuk memahami alasan diskriminatif dan ketidakadilan, 

mengambil contoh salah satu perkara pengujian undang-undang 

perkawinan. Pengujian bermula ketika ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan telah melahirkan bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan. sebagaimana tercermin dari bedanya usia yang diatur. 

Batasan usia perkawinan bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun 

sedangkan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Mahkamah Konstitusi 

kemudian dihadapkan secara prinsip dan pendirian untuk menguji Pasal 7 

ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Open 

legal policy). Namun kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan 

progrsifitas hukum dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya. 

Mahkamah Konstitusi meskipun Pasal yang diujikan adalah Kebijakan 

 
11 Andi Saputra, “Pakar Tata Negara: Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK 

Multitafsir,” detiknews, accessed November 24, 023, https://news.detik.com/berita/d-

6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir. 
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Hukum Terbuka (Open legal policy) namun berkenan mengabulkan 

permohonan dalam putusan tersebut.12 

Terhadap putusan dalam pengujian Pasal diatas dinilai logis jika 

Mahkamah Konstitusi mengedepankan progresifitas hukum. Meskipun 

dihadapkan pada pengertian negative legislator tetapi berani melampauinya 

karena kepentingan keadilan untuk banyak orang. Dijelaskan disitu, karena 

implikasi dari Pasal Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tantang 

Perkawinan telah melahirkan bentuk diskriminasi terhadap Perempuan. 

Tetapi memaknai keadilan yang dikorelasikan dengan eksistensi jabatan 

pimpinan KPK dinilai sangat sulit. 

Berkaitan dengan eksistensi jabatan pimpinan KPK dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terdapat dua isu hukum 

yakni apakah pimpinan KPK yang masa jabatannya telah berakhir dapat 

mendaftar dan diangkat kembali bila usianya belum mencapai 50 tahun, 

serta mengenai masa jabatan pimpinan KPK antara 4 tahun dan 5 tahun.  

Dari isu hukum tersebut kemudian muncul fokus atau pokok 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai jalan fikir 

hukum hakim yang digunakan. Apa urgensinya MK merubah aturan 

persyaratan dan masa jabatan pimpinan KPK dengan alasan keadilan 

intorable?. Dicurigai terdapat kepentingan terselubung yang pada pokoknya 

 
12 Syaifullahil Maslul, “Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia 

Perkawinan,” AL-HUKAMA’ 12, no. 1 (June 18, 2022): 138, 

https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140. 
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menguntungkan satu pihak, merugikan pihak lain, bukan kepentingan 

mengenai urgensi keadilan. 

Dalam penelitian ini akan mengkaji  nalar hukum hakim dengan 

perspektif interpretasi konstitusi, serta mengkaji implikasi putusan 

Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap kelembagaan 

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kacamata Islamic 

Constitutionalism. Pemilihan Islamic Constitutionalism sebagai pisau 

analisis dalam penelitian ini karena nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 

Al-Qur’an yang membahas tentang kontek siyasah merupakan rujukan 

ideologi yang paling ideal untuk kemaslahatan umat. 

Maka dari itu, peneliti akan melakukan kajian skripsi dengan judul 

“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat dan Masa 

Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Islamic Constitusionalism (Studi 

Putusan MK No.112/PUU-XX/2022)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana nalar hukum hakim dalam menginterpretasikan Undang-

Undang Dasar 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

112/PUUXX/2022 perspektif interpretasi konstitusi? 

2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan Komisi 
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Pemberantasan Korupsi dalam perspektif dari Islamic 

Constitutionalism? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Kemudian dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Mengetahui nalar hukum hakim dalam menginterpretasikan putusan 

MK Nomor 112/PUUXX/2022 perspektif interpretasi konstitusi. 

2. Mengetahui implikasi putusan MK Nomor 112/PUUXX/2022 

terhadap eksistensi kelembagaan KPK dalam perspektif dari Islamic 

Constitutionalism. 

Setelah penelitian ini berhasil, selanjutnya diharapkan dapat 

memberikan kegunaan baik dari aspek teoritis maupun praktis. Adapaun 

uraiannya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Dalam perspektif teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

tambahan pengetahuan berkaitan dengan ilmu ketatanegaraan yang 

spesifik mengenai urgensi perubahan syarat dan masa tugas 

pimpinan KPK di MK baik dalam pandangan ketatanegaraan 

modern maupun pandangan prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam 

keilmuan Islam (syariah). 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti, berguna dan bermanfaat untuk dijadikan 

referensi dalam proses pembelajaran.  
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b. Penelitian ini secara praktis dan spesifik juga diharapkan dapat 

berkontribusi sebagai landasan moral dan etis dalam hakim 

memutus suatu perkara.  

D. Kajian Terdahulu 

Untuk mengeksplorasi kajian putusan mahkamah konstitusi yang 

berkaitan dengan  syarat dan masa jabtan pimpinan KPK beberapa kajian 

terdahulu yang relevan diantaranya pertama, penelitian Muhammad Addi 

Fauzani dan Fandi Nur Rohman tentang Urgensi Rekonstruksi Mahkamah 

Konstitusi dalam memberikan pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka 

(Open Legal Policy). Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis 

(hukum riset) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. 

Bahan hukum yang digunakan termasuk bahan hukum primer berupa 

beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan bahan hukum sekunder berupa 

konsep dan teori hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Urgensi rekonstruksi 

Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan “open legal 

policy” di Indonesia karena tidak ada kejelasan Mahkamah Konstitusi dalam 

menentukan suatu norma masuk dalam konsep “open legal policy”.13 

Persamaannya dengan penelitian ini membedah putusan MK, perbedaannya 

penelitian tersebut membedah beberapa putusan MK, sedangkan penelitian 

ini Spesifik membedah Putusan MK No.112/PUU-XX/2022. 

 
13 Fauzani and Rohman, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan 

Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” 
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Kedua, Iwan Sastriawan dan Tanto Lailam tentang Open Legal 

Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan undang- 

undang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris. 

Penelitian ini memilih penelitian normatif (doktrinal). Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

berkesimpulan bahwa konsepsi open legal policy dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi belum memiliki kriteria yang jelas menurut konstitusi 

(UNDANG-UNDANG DASAR 1945), sehingga implementasi positive 

legislature dan negative legislature sering dikacaukan dalam praktek 

pembentukan dan pengujian undang-undang.14 Persamaan dengan 

penelitian ini mengkaji argumentasi hukum putusan Hakim MK terkait 

kebijakan hukum terbuka. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji 

argumentasi hukum (ratio decidendi) yang dibangun oleh MK terkait open 

legal policy dalam putusannya, serta argumentasi hukum yang dibangun 

oleh pembentuk undang-undang terkait open legal policy dalam 

pembentukan undang-undang. Sedangkan penelitian ini mengkaji 

argumentasi hukum hakim tentang tidak berlakunya open legal policy yang 

kemudian menjustifikasi rumusan norma pengganti dalam putusan MK 

Nomor 112/PUUXX/2022, serta mengkaji implikasi putusan MK Nomor 

112/PUUXX/2022 terhadap sistem ketatanegaraan dan perspektif dari 

Islamic Constitutionalism. 

 
14 Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (October 8, 2019): 559, 

https://doi.org/10.31078/jk1636. 
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Ketiga, Syaifullahil Maslul tentang Progresifitas Mahkamah 

Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan, merupakan analisis 

literatur yang memanfaatkan bahan hukum primer yaitu putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Pendekatan yang digunakan terdiri 

dari pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Teori yang dijadikan 

landasan adalah teori hukum progresif. Berkesimpulan Pasal yang diuji 

merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (open legal policy), dalam pengujian 

ini, Mahkamah Konstitusi dihadapakan dengan prinsip trias politica dan 

separation of power tetapi prinsip dan pendiriannya ditinggalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi untuk menjaga hak-hak warga negaranya dengan 

mengabulkan pengujian tersebut pada Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 22/PUU-XV/2017. Sehingga menunjukkan bahwa Mahkamah 

Konstitusi melakukan progresifitas hukum atau menerapkan prinsip-prinsip 

hukum progresif.15 Persamaannya dengan penelitian ini bahan hukum yang 

dikaji berupa Putusan Mahkamah Konstitusi yang sama-sama melakukan 

progresifitas hukum. Perbedaannya putusan tersebut diterapkan untuk 

kepentingan publik atau masyarakat luas sedangkan penelitian ini Putusan 

MK No.112/PUU-XX/2022 diterapkan pada eksistensi sebuah jabatan 

lembaga. 

 
15 Maslul, “Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia 

Perkawinan.” 
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Keempat, Faiq Tobroni tentang Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 

dan Standart Konstitusional Dispensasi Perkawinan. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum normative, penelitian ini temuan 

dan analisisnya diarahkan untuk menyajikan penilaian terhadap tawaran 

yang sebaiknya dilakukan maka kesimpulannya bersifat preskriptif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menjawab 

alasan mengapa MK menolak permohonan pemohon judicial review untuk 

menjadikan kehamilan di luar perkawinan sebagai satu-satunya standar 

pemberian dispensasi umur perkawinan. Penolakan ini mengisyaratkan MK 

menganggap bahwa hal itu merupakan open legal policy; suatu saat bisa 

berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Kemudian 

terhadap standart konstitusional yang bisa dirumuskan MK juga tidak 

menggunakan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 untuk merumuskan 

rumusan standart konstitusional dispensasi perkawinan karena hal itu harus 

ditempuh melalui legislative review. Kemudian preskripsinya standart 

konstitusional bisa dirumuskan melalui pendekatan hukum non sistematik 

dan pembacaan maqashid syari’ah dalam legislative review,.16 

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji argument 

open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi, perbedaannya 

penelitian tersebut bahan hukumnya berupa putusan yang pro terhadap open 

legal policy dan untuk memberikan preskripsi terhadap suatu kasus 

 
16 Faiq Tobroni, “Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi 

Perkawinan,” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (January 9, 2018): 573, https://doi.org/10.31078/jk1436. 
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sedangkan penelitian ini bahan hukumnya justru kontra terhadap open legal 

policy dan masih sebatas mengkaji argumentasi hukum dengan beberapa 

konsep interpretasi hukum, 

Kelima, penelitian Resma Bintani Gustaliza, Tasyah Roma Arta 

tentang Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Berkesimpulan 

Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya menjabat selama 4 

(empat) tahun kemudian diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun, memiliki 

dampak hukum baik terhadap kelembagaan KPK itu sendiri maupun 

lembaga negara independen lainnya. Pengaturan mengenai masa jabatan 

pimpinan suatu komisi negara dalam peraturan perundang-undangan adalah 

open legal policy yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang 

untuk menentukannya.17 Persamaannya adalah bahan hukum yang dikaji. 

Perbedaannya pada fokus penelitian, penelitian tersebut mengkaji alasan 

Mahkamah Konstitusi menolak merumuskannya dan standart konstitusional 

yang bisa dirumuskan. Sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji nalar 

hukum yang digunakan dan implikasi putusan terhadap kelembagaan KPK 

dari perspektif Islamic Constitutionalism. 

Ke enam, Penelitian Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu 

Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca, tentang Tinjauan Yuridis Perpanjangan 

Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah 

 
17 Resma Bintani Gustaliza and Tasyah Roma Arta, “Analisis Hukum Perpanjangan Masa 

Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.,” Jurnal 

HAM Dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia) Vol. 6 No. 1 (June 2023): 12–19. 
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Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022). Dengan jenis penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual 

Kesimpulannya menunjukkan bahwa MK telah melampaui kewenangannya 

sebagai negative legislator karena telah membuat norma baru terhadap 

penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. 

Kemudian Putusan tersebut berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini, 

karena keberlakuan putusan tersebut adalah berlaku surut.18 Persamaanya 

terletak pada putusan yang dikaji dan sama-sama mengkaji terkait 

argumentasi hukumnya. Tetapi perbedaanya terletak pada fokus kajian, 

Fokus kajiannya adalah apakah ratio decidendi Putusan MK Nomor 

112/PUU-XX/2022 telah menjamin kedudukan MK sebagai negatif 

legislator dan bagaimana pemberlakuan Putusan MK Nomor 112/PUU-

XX/2022. Sedangkan penelitian ini fokus kajiannya pada analisa nalar 

hukum yang digunakan dan implikasi putusan terhadap kelembagaan KPK 

perspektif dari Islamic constitutionalism. 

Ketujuh, Muhammad Shiddiq Armia “Implementing Islamic 

Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?” dalam jurnal 

AL-‘ADALAH Vol. 15, Nomor 2, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggali prinsip-prinsip konstitusionalisme Islam dengan memusatkan 

perhatian pada dua pertanyaan pokok. Pertama, adakah negara yang 

menganut konstitusionalisme Islam? Kedua, seberapa Islamikah konstitusi 

 
18 Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, and Pijar Febryagna Sukaca, “Tinjauan 

Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022),” Recht Studiosum Law Review Vol.02, No.02 (November 

2023). 
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Indonesia?. Menganggap meskipun Indonesia tidak secara eksplisit 

menganut konstitusionalisme Islam, namun dalam praktiknya mengadopsi 

prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusionalisme Islam dan 

menerapkannya dalam sejumlah aturan hukum.19 Persamaan diskursus 

Islamic Constitutionalism. Penelitian tersebut membahas penerapan nilai-

nilai konstitusionalisme islam dalam konstitusi indonesia (Undang-Undang 

Dasar 1945). Sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi putusan MK 

perspektif Islamic Constitutionalism. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), dan konseptual (conceptual approach). 

Penelitian hukum normatif berkaitan dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dilakukan dengan cara menganalisa 

argumentasi hakim dalam menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 

1945 pada judicial review tersebut dengan peraturan perundang-undangan 

serta konsep hukum tata negara.  

 

 

 
19 Muhammad Siddiq Armia, “Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is 

Indonesia Constitution?,” AL-’ADALAH 15, no. 2 (December 21, 2018): 437, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389. 
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2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

berupa produk perundang-undangan dan pendapat para ahli yang 

diklasifikan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan Hukum Primer terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi . 

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen selain produk hukum yang 

memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder diantaranya buku berkaitan dengan demokrasi dan 

kelembagaan negara seperti Judicial Activism (Abdullah Safri 2021), 

Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial 

Activism  VS Judicial Restraint (Zainal.Arifin Mochtar 2021), Penelitian 

Hukum (Peter Mahmud Marzuki 2005), dan Mahkamah Konstitusi Dalam 

Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Soimin Mashuriyanto 2013). Serta artikel 

jurnal, dan berita terkait isu syarat dan masa jabatan pimpinan KPK.  

3. Mekanisme Pengumpulan Data 

Mekanisme pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

dokumen atau kepustakaan. Untuk memperoleh bahan hukum primer 

berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun bahan 
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hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal, dan 

berita yang berkaitan dengan objek penelitian maka metode pengumpulan 

data dilakukan dengan studi kepustakaan. Tidak melibatkan wawancara atau 

pengamatan. 

4. Pengecekan keabsahan data 

Pola pengecekan dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian 

topik yang sedang diteliti.   

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:20  

1) Mengeidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir data yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dianalisa. 

Dengan mengklasifikasikan argumentasi-argumentasi hukum dalam 

Putusan No 112/PUU-XX/2022 kemudian muncul isu hukum 

tentang syarat dan masa jabatan Pimpinan KPK. 

2) Pengambilan bahan-bahan hukum yang dapat dipandang 

mempunyai relevansi, termasuk bahan-bahan non hukum. Dengan 

mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan terkait serta 

literatur konsepsi dari beberapa Pakar Hukum Tata Negara. 

3) Melakukan analisa terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang dikumpulkan. Argumentasi hukum dalam putusan 

tersebut kemudian dianalisa dengan pendekatan peraturan 

 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-6 (Jakarta: 

Kencana, 2005), 171. 
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perundang-undangan serta pendekatan konseptual yakni interpretasi 

konstitusi dan Islamic constitutionalism.  

4) Menarik kesimpulan berupa argumentasi untuk menjawab isu 

hukum berupa hasil dari analisis. 

5) Memberi preskripsi dari argumentasi yang telah dibangun dalam 

kesimpulan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 5 Bab yakni: 

Bab I (Pendahuluan) 

Sistematika pendahuluan penelitian normatif dalam skripsi ini 

mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terkait, serta pendekatan dan 

metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang 

digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab II (Kajian Teori) 

Bab ini merupakan kerangka konseptual dalam penelitian, yang 

berfokus pada kajian peneliti mengenai konsep-konsep yang digunakan 

sebagai alat analisis dalam menjalankan pembahasan penelitian. Konsep-

konsep yang dianalisis dalam bagian ini mencakup konsep interpretasi 

konstitusi, dan konsep islamic constitutionalism. 

Bab III (Paparan Data dan Pembahasan) 

Merupakan bab yang berisi pemaparan argumentasi dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Dan pemaparan Amar 
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Putusan. Serta Dalam pembahasan ini, akan dianalisis berkaitan dengan 

nalar hukum hakim dalam menginterpretasikan putusan MK Nomor 

112/PUUXX/2022 perspektif interpretasi konstitusi. Dan implikasi putusan 

MK Nomor 112/PUUXX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan KPK 

dalam perspektif dari Islamic Constitutionalism. 

Bab IV (Penutup) 

Bab penutup, adalah bagian penting dalam suatu karya ilmiah. 

Dalam bab ini, penulis melakukan rangkuman dari pembahasan yang telah 

dilakukan sepanjang penelitian dan mengemukakan kesimpulan yang 

ditarik dari temuan yang telah disajikan sebelumnya serta rekomendasi.  
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BAB II 

TEORI INTERPRETASI KONSTITUSI DAN ISLAMIC 

CONSTITUTIONALISM 

A.  Interpretasi Konstitusi 

1. Pengertian Interpretasi Konstitusi 

Interpretasi menurut Ricoeur merupakan suatu proses berfikir 

teratur yang dikerjakan untuk menemukan makna yang tersembunyi dari 

makna yang telah muncul dalam sebuah lipatan taraf, lipatan taraf berada 

pada suatu makna literatur. Menurut Ricoeur simbol dan makna 

mempunyai sifat yang saling berkorelasi dan juga mempunyai banyak 

makna.21 

Konstitusi diterangkan oleh M. Solly Lubis berasal dari Bahasa 

Prancis constituer yang berarti “membentuk”, maka istilah ini dimaknai 

sebagai pembentukan suatu negara atau Menyusun dan menyatakan suatu 

negara. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pengertian konstitusi 

berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara, bermakna bahwa 

konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu 

negara.22 

Constitutional Court, maupun Supreme Court, menggunakan 

interpretasi hukum dalam menyelesaikan perkara. Interpretasi tersebut bisa 

 
21 Gilang P, “Pengertian Interpretasi Menurut Para Ahli dan Berbagai Tujuannya!,” 

Gramedia Literasi (blog), September 6, 2022, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-

interpretasi/. 
22 Tim Hukumonline, “Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya,” 

hukumonline.com, accessed January 8, 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-

konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/. 
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disebut dengan constitutional interpretation, yang dimaknai sebagai suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh hakim untuk menelusuri makna dan arti suatu 

norma yang ada di dalam konstitusi.23 

2. Paradigma Interpretasi 

Majelis hakim dalam diantaranya maupun secara keseluruhan 

dimungkinkan menggunakan paradigma interpretasi yang berbeda, dalam 

hal ini paradigma interpretasi dibagi menjadi dua yakni pertama 

originalism, dan kedua non-originalism.24 

Paradigma yang pertama originalism atau originalis diartikan oleh 

Paul Brest sebagai suatu pendekatan untuk menginterpretasikan konstitusi 

melalui original intens dari pembentukan norma atau teks eksplisit di dalam 

konstitusi.25  Sedangkan paradigma yang kedua yakni non-originalism 

merupakan semacam antithesis dari originalism yang mana merujuk kepada 

penafsiran berdasarkan konsep living constitutionalism yang bersifat adaptif 

atas perkembangan waktu. Penganut living constitutionalism berargumen 

bahwa konstitusi bagaimanapun bentuknya harus dapat mengikuti 

kebutuhan Masyarakat, atau bersifat adaptif.26 

Selain itu, dalam menafsirkan konstitusi, MK melalui 

perkembangan sosial, perkembangan hukum, sampai kepada perkembangan 

doktrin, dikenal konsepsi judicial activism. Secara istilah, judicial activism 

 
23 Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus 

Judicial Activism  VS Judicial Restraint, Ed. 1 Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 77. 
24 Arifin Mochtar, 78. 
25 Arifin Mochtar, 78–79. 
26 Arifin Mochtar, 80. 
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pertama kali dikenalkan oleh Arthur Schlesinger, dijelaskan bahwa secara 

sederhana dikatakan bahwa para hakim yang menggunakan judicial 

activism cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan 

berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap baik kebijakan 

politik, sosial, maupun ekonomi dalam membuat kaidah hukum berdasarkan 

pandangan personalnya.27 

Definisi selanjutnya menurut Brian Galligan Pan Mohamad Faiz, 

judicial activism dapat didefinisikan sebagai pengawasan atau pengaruh 

yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan 

administratif28. Di sisi lain, menurut definisi dalam Black's Law Dictionary, 

judicial activism diartikan sebagai berikut:  

“Judicial activism as a philosophy of judgment whereby judges 

allow their personal views about public policy among other 

factors”.29 

 

Secara teoritis Judicial activism adalah sebuah filsafat penilaian di 

mana para hakim memperbolehkan pandangan pribadi mereka tentang 

kebijakan publik, antara faktor lainnya, untuk memengaruhi keputusan 

mereka dalam kasus hukum. Dalam pendekatan ini, hakim tidak hanya 

membatasi diri pada penafsiran harfiah undang-undang atau konstitusi, 

tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai pribadi mereka, keyakinan 

politik, dan pandangan sosial yang mereka miliki. 

 
27 Safri Abdullah, Judicial Activism (Sleman: Deepublish, 2021), 1. 
28 Pan Mohammad Faiz, “Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court 

Decisions,” Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 (June 2016): 408. 
29 Indriati Amarini, “Implementation Of Judicial Activism In Judge’s Decision,” Jurnal 

Hukum Dan Peradilan Vol 8 No 1 ((March), pp. 21-38): 24, 

https://doi.org/10.25216/JHP.8.1.2019.21-38. 
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Asal usul dan sebuah evolusi, dibelakangnya judicial activism 

memiliki dua landasan teori yakni Theory of Vacuum Filling dan Theory of 

Social Want yang penjabarannya sebagai berikut:30 

a. Theory of Vacuum Filling 

Terjemahannya merupakan teori untuk memenuhi kekosongan 

(hukum). Lumrah teori ini digunakan oleh system pemerintahan 

terhadap kelembagaan dari suatu cabang atau organ kekuasaan. 

Kekacauan demokrasi negara secara keseluruhan dapat diakibatkan dari 

terdapatnya ruang kosong yang terbentuk. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut cabang kekuasaan lainnya dapat memperluas kewenangannya 

dalam mengisi kekuasaan yang ada. Kekosongan tersebut tercipta dari 

sebuah ketidakaktifan , ketidakmampuan, pengabaian hukum, korupsi, 

kelalaian, ketidakdisiplinan menyeluruh, dan kurangnya karakter 

kewenangan di antara/dari dua cabang kekuasaan yang lainnya, yakni 

kekuasaan legislative dan eksekutif. 

b. Theory of Social Want 

Merupakan sebuah teori yang oleh Masyarakat sosial diinginkan. 

Judicial activism cukup didukung oleh teori ini untuk mengatasi 

kegagalan badan legislasi yang tentunya mengakibatkan timbulnya 

suatu permasalahan. Lembaga Yudikatif dapat masuk ke persoalan 

tersebut, serta mulai memberikan pemecahan permasalahan ketika 

 
30 Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial 

Activism  VS Judicial Restraint, 109. 
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badan legislasi mengalami kegagalan untuk membentuk suatu norma 

atau menyediakan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Cara 

yang biasa dilakukan yakni judicial review, yang merupakan cara 

interpretasi non-konvensional terhadap hukum yang telah ada demi 

kemaslahatan bersama. 

Penggunaan judicial activism dalam praktiknya tentu memiliki 

pujian dan kritik. Salah satu pujian dapat kita lihat terletak pada metodologi 

yang diusulkan dalam aliran ini, yang dapat memberikan penafsiran 

konstitusi yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan hukum. 

Hal ini memungkinkan adanya penemuan hukum yang inovatif dan dapat 

menjadi tonggak dalam pengembangan hukum. Selain itu, judicial activism 

juga dapat berfungsi sebagai pengoreksi kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh cabang kekuasaan lain, seperti lembaga legislatif dan 

eksekutif, jika dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. 

Pendukung hak asasi manusia dan para pendukung demokrasi sering 

kali memberikan pandangan positif terhadap penggunaan judicial activism. 

Mereka percaya bahwa judicial activism merupakan bentuk adaptasi hukum 

yang legal antara konstitusi dan perkembangan sosial, dengan 

mengembangkan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi dan putusan 

yang telah ada untuk menerapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 

konstitusi secara progresif. Judicial activism dapat dianggap sebagai hal 

yang positif ketika digunakan sebagai upaya penemuan dan penafsiran 
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hukum, tetapi juga dapat menjadi negatif jika disalahgunakan oleh 

pemegang kewenangan judicial review.31 

Selanjutnya kritik terhadap praktik judicial activism sering kali 

dikaitkan dengan intervensi lembaga yudisial yang dianggap merendahkan 

dan merusak sistem demokrasi perwakilan melalui dominasi yudisial yang 

otoriter.32 Kritik terhadap hakim yang cenderung menerapkan judicial 

activism, atau yang sering disebut sebagai hakim aktivis, berfokus pada 

pandangan bahwa mereka menggunakan diskresi yudisial33 mereka secara 

bertentangan dengan prinsip-prinsip umum. Prinsip tersebut meliputi 

keyakinan bahwa hakim seharusnya hanya menerapkan hukum yang telah 

dibuat oleh para legislator. Hakim-hakim ini dianggap cenderung 

mengambil peran sebagai penentu kebijakan politik, sosial, dan ekonomi, 

yang bertentangan dengan peran tradisional mereka sebagai interpreter 

hukum.34 

Kemudian, jika judicial activism terus-menerus dilakukan, ada 

kemungkinan tingkat kritis akan meningkat dan dapat menyebabkan 

ketidakstabilan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, lembaga peradilan 

dapat menjadi terlalu berkuasa dan mulai mengintervensi kebijakan yang 

seharusnya menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Hal ini juga dapat 

 
31 Arifin Mochtar, 116. 
32 Mohammad Faiz, “Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court 

Decisions,” 409. 
33 Diskresi yudisial mengacu pada kekuasaan hakim untuk mengambil keputusan 

berdasarkan evaluasi individualnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum. “judicial 

discretion,” LII / Legal Information Institute, accessed November 14, 2023, 

https://www.law.cornell.edu/wex/judicial_discretion. 
34 Mohammad Faiz, “Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court 

Decisions,” 409. 
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menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat karena terlalu banyak hal 

yang ditentukan oleh pengadilan terkait penerapan hak-hak tertentu. Secara 

teoritis dan praktis, pengadilan secara teoritis dan praktis jauh dari 

kewenangan untuk membuat penormaan baru, karena penormaan baru yang 

muncul dari pengadilan biasanya berasal dari kasus-kasus konkret. Jenis 

penormaan baru ini berbeda dengan penormaan yang dilakukan oleh 

legislatif dan eksekutif yang mengatur secara umum. 

Selain dari pujian dan kritik keberadaan judicial activism jika 

dipandang secara netral dapat katakan sebagai judicial intervention. Karena 

judicial activism  bersifat bagaimana mekanisme kekuasaan kehakiman 

yang menggunakan kekuasaannya untuk memberikan perubahan sosial 

(policy-making).35 

B. Islamic Constitutionalism 

Islamic yang dalam Bahasa Indonesia disebut islam (Agama Islam) 

didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan Allah dengan perantara Nabi-

Nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk 

untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian diperinci bahwa 

(Agama Islam) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang 

diturunkan Allah SWT dalam Al-Qur’an dan yang tersebut dalam sunnah 

 
35 Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial 

Activism  VS Judicial Restraint, 116. 
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atau hadist yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta 

petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. 36 

Constitutionalism atau dalam Bahasa Indonesia Konstitutionalisme 

berasal dari dua kata yakni konstitusi – isme. Wirjono Prodjodikoro 

mengemukakan bahwa pengertian konstitusi berarti pembentukan dan yang 

dibentuk ialah negara, bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan 

dari segala peraturan mengenai suatu negara.37 Selanjutnya akhiran kata 

isme berfungsi sebagai pembentuk kata benda, kata yang berakhiran isme 

menyatakan suatu ajaran, aliran, atau kepercayaan.38 

Islamic Constitutionalism jika merujuk pada pengertian diatas maka 

dapat dimaknai sebagai sebuah paham permulaan dari segala peraturan 

mengenai suatu negara yang berdasarkan konsep ajaran agama islam. 

Diperinci lagi bahwa sebagai permulaan dari segala peraturan suatu negara 

berasal dan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan 

Hadist atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. 

Islamic Constitutionalism sebagaimana disampaikan oleh Nadisyah 

Hosen dalam sebuah kuliah umum bahwa tidak ada satu model khusus yang 

berlaku di semua negara islam.39 Adapun Indonesia yang dalam penelitian 

Mohammad Shidiq Armia meskipun negara ini tidak secara eksplisit 

 
36 ilham, “Pengertian Islam, Tujuan Agama, Dan Sumber Ajaran Islam,” Muhammadiyah 

(blog), May 31, 2023, https://muhammadiyah.or.id/pengertian-islam-tujuan-agama-dan-sumber-

ajaran-islam/. 
37 Hukumonline, “Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya.” 
38 Junaidi, “Fungsi dan Arti Akhiran -Is, -Isme, -Isasi, dan -Itas,” alkanews.com (blog), July 

30, 2023, https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhiran-is-isme-isasi-dan-itas/. 
39 Kuliah Umum “Islamic Constitutionalism: Konsep Dan Prakteknya Di Berbagai 

Negara” (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila), accessed November 18, 2023, 

https://www.youtube.com/live/xh1vvZ0Y6vY?si=7NxlIzw9rhCvmWLo. 
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menyatakan menganut Islamic Contitutionalism, namun dalam praktiknya 

mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam Islamic Contitutionalism dan 

menerapkannya dalam sejumlah aturan hukum. Hal ini terlihat pada aturan-

aturan yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta benda.40 

Mengenai prinsip Islamic Constitutionalism yang dimaksud bukan 

dimaknai sebagai suatu ajaran system kenegaraan yang secara tidak dapat 

diganggu gugat harus sesuai dengan kekuasaan Islam dalam hal ini Tuhan 

atau bukan sebuah teokrasi. Yang mana teokrasi sendiri mendasarkan 

kekuasaan pemerintahan pada kedaulatan Tuhan (sovereignity of God).41 

Tetapi lebih kepada sikap atau nilai-nilai profetik. 

Profetik disini dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kenabian. Dimana nilai dasar dari suatu agama adalah Ke-Esaan 

Tuhan, Kenabian, dan Hari Kebangkitan. Dalam profetik atau nilai dasar 

kenabian yang pertama: Keyakinan pada Ke-Esaan Tuhan (Aqidah, Tauhid, 

Monotheisme) dalam hubungannya dengan makhluk terhadap Tuhan dan 

sesama makhluk. Nilai kedua yaitu bagaimana berhubungan yang baik 

kepada sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa (Akhlak, Etika, Moral). 

Selanjutnya yang ketiga bagaimana berterimakasih (beribadah) kepada 

Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan makhluk (Ibadah ritual, 

 
40 Muhammad Siddiq Armia, “Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is 

Indonesia Constitution?,” AL-’ADALAH 15, no. 2 (December 21, 2018): 447, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389. 
41 Biyanto, “Demokrasi VS Teokrasi (Antara Teori Dan Praktik),” Jurnal Paramedia Vol 

10 No 1 (2010): 80. 
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Fiqh).42 Maka dapat dipahami bahwa sikap profetik merupakan perilaku 

atau perbuatan yang merujuk kepada perilaku nabi, sifat nabi, dan 

kepribadian nabi yang mengarah kepada Ketuhanan. 

Muhammad Shiddiq Armia memberikan pijakan semacam Maqasid 

Syariyyah meliputi Tujuh Tujuan Utama Yang Bisa Diadopsi oleh Konstitusi 

Negara:  

1. Mempunyai Unsur Perlindungan Ummah/umum.  

2. Mempunyai Unsur Perlindungan Melindungi Jiwa/nyawa,  

3. Mempunyai Unsur Perlindungan Akal/pikiran,  

4. Mempunyai Unsur Perlindungan Keturunan,  

5. Mempunyai Unsur Perlindungan Harta/kepemilikan,  

6. Mempunyai Unsur Perlindungan Lingkungan,  

7. Mempunyai Unsur Perlindungan Agama Islam  

Ketujuh hal tersebut merupakan pijakan nilai yang dicerminkan dari Islamic 

Constitutionalism. Selanjutnya lebih spesifik dalam kontek operasional penelitian 

ini tentang putusan mahkamah konstitusi yang membahas kepemimpinan dalam 

kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, merujuk pada dasar Al-Qur’an al-

karim berkaitan dengan kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum 

secara adil, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an (Q.S. an-Nisa’: 58): 

ن تِّ اِّلَ َٰٓ اهَْلِّهَاۙ وَاِّذَا حَكَمْتُمْ بَيَْْ النَّاسِّ انَْ تََْكُمُوْا بِّ  َ يََْمُركُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الَْْم  لْعَدْلِّ ۗ اِّنَّ اللّ    

 
42 Muhammad Thohir et al., “Relevansi Sikap Profetik dengan Idealisme Pancasila: Sistem 

Nilai Menghadapi Tekanan Ekonomi dan Mental Selama Pandemi,” 2021, 114. 
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“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 “Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed 

January 17, 2024, https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html. 
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BAB III 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SYARAT 

DAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK PERSPEKTIF INTERPRETASI 

KONSTITUSI DAN ISLAMIC CONSTITUTIONALISM 

A. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-

XX/2022 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berawal 

dari perkara judicial review yang diajukan oleh Dr. Nurul Ghufron, 

S.H.,M.H. Pemohon tersebut berkepentingan menguji materiil norma Pasal 

29 huruf (e)44, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3445 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), 

dan (3)46, dan Pasal 28I ayat (2)47.  

Dalam permohonan judicial review tersebut ada dua permohonan 

yang dimohonkan oleh Nurul Ghufron kepada Mahkamah Konstitusi. 

Pertama menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

 
44 Pasal 29e UU 19/2019“berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 

(enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;” 
45 “ Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun 

dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” 
46 Pasal 28D: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap 

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
47 Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu 
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2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat 

(conditionally inconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) 

tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 

(enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.48  

Sebelumnya, Nurul Ghufron, sebagai Pemohon, telah menjabat 

sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2022 (UU KPK pertama). Namun, dengan diberlakukannya Pasal 29 

huruf (e) UU KPK, hak-hak konstitusional Pemohon telah dikurangi. 

Perubahan tersebut mengharuskan usia Pemohon untuk mencalonkan diri 

kembali sebagai pimpinan KPK untuk periode berikutnya adalah minimal 

50 tahun, sedangkan sebelumnya persyaratannya adalah minimal 40 tahun. 

Hal ini bertentangan dengan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam 

permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa hak-haknya untuk 

mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada masa jabatan berikutnya 

telah dirugikan secara konstitusional. Pemohon berpendapat bahwa batasan 

usia minimal dalam menduduki jabatan pemerintahan dimaksudkan agar 

pejabat yang terpilih memiliki tingkat kematangan yang cukup. Oleh karena 

itu, menurut Pemohon, seseorang yang telah berpengalaman dalam jabatan 

tertentu juga harus dianggap "memenuhi syarat secara hukum" untuk 

menduduki jabatan tersebut. Dengan adanya perubahan Pasal yang 

 
48 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 29. 
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disebutkan sebelumnya, Pemohon berpendapat bahwa hak-haknya untuk 

kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan 

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dengan perlakuan yang adil telah 

terlanggar. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan 

bahwa Pasal 29 huruf (e) UU KPK tidak konstitusional secara bersyarat dan 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika terdapat ketentuan 

"berpengalaman sebagai Pimpinan KPK" dalam Pasal 29 huruf (e) UU 

KPK.49 

Kemudian yang kedua agar menyatakan Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 

secara bersyarat (conditionally inconstitutional) dan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat 

dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.50  

Ghufron mendalilkan hal tersebut berasaskan kesetaraan peraturan 

pembatasan jabatan di Indonesia, menurutnya bukan merasa masa 

jabatannya tidak cukup. Nurul Ghufron ingin mensejajarkan dan menaati 

pembatasan periode pemerintahan sesuai undang-undang Indonesia. Nurul 

Ghufron mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 telah 

mendesain pembatasan kekuasaan dalam satu periode selama 5 tahun. Dan 

itu kemudian menurutnya diimplementasi ke semua jabatan pemerintahan 

 
49 “Nurul Ghufron Perbaiki Permohonan Uji Aturan Batas Usia Pimpinan KPK | Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia,” accessed February 16, 2024, 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18781&menu=2. 
50 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 30. 
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oleh presiden, sampai bupati. Dan juga kepada lembaga-lembaga negara 

non-kementerian lainnya. Nurul Ghufron menegaskan masa jabatan 

pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian 

atau auxiliary state body di Indonesia. Dengan membandingkan lembaga 

KY (Komisi Yudisial), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Komnas HAM, 

ORI, KPPU, KPAI, itu semuanya sama struktur kenegaraannya dengan 

KPK, tetapi menurutnya memiliki masa jabatan yang disamakan, yaitu 5 

tahunan.51 

Dalam menanggapi permohonan tersebut, diputus oleh Sembilan 

Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman 

selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic 

P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, 

Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Pemohon dikabulkan mempunyai 

kerugian konstitusional atas diberlakukannya Undang-Undang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi52. 

Dalamx menanggapix dalilx Pemohon,x menurutx Mahkamahx 

ketentuanx normax Pasalx 29x hurufx ex Undang-Undang Nomorx 19 

Tahun 2019x ax quox meskipunx berkaitanx denganx usiax minimalx danx 

 
51 “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Ajukan Judicial Review Ke Mahkamah Agung: Ini 

Tentang Kesetaraan,” https://www.mnctrijaya.com/, accessed February 15, 2024, 

https://www.mnctrijaya.com/news/detail/59590/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufron-ajukan-judicial-

review-ke-mahkamah. 
52 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara 

Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 

undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 
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usiax maksimalx pengisianx jabatanx publikx yangx merupakanx syaratx 

formalx tidakx secarax eksplisitx bertentanganx denganx Konstitusi.x 

Namunx secarax implisitx normax ax quox menimbulkanx persoalanx 

ketidakadilanx danx bersifatx diskriminatifx bilax dikaitkanx denganx 

persyaratanx yangx bersifatx substantif.x Dijelaskanx dalamx putusanx 

bahwax misalnyax seseorangx yangx pernahx ataux sedangx menjabatx 

sebagaix pimpinanx KPKx danx mempunyaix trackx recordx yangx baikx 

berkaitanx denganx integritasx danx persyaratanx lainx yangx diaturx 

dalamx Pasalx 29x Undang-Undangx KPKx ax quo.53 

Selanjutnyax berkaitanx denganx perubahanx ketentuanx yangx 

mengaturx batasx usiax bagix calonx pimpinanx KPKx tersebutx terjadix 

ketikax Pemohonx telahx mengikutix seleksix jabatanx pimpinanx KPKx 

danx telahx terpilihx sebagaix pimpinanx KPK.x Halx demikianx menurutx 

Mahkamah,x harusx dipandangx bahwax ketikax Pemohonx mendaftarx 

sebagaix calonx pimpinanx KPKx Pemohonx telahx dapatx 

memperkirakanx kemungkinanx jikax kelakx Pemohonx akanx kembalix 

mendaftarx sebagaix pimpinanx KPKx untukx periodex kedua,x makax 

Pemohonx akanx tetapx memenuhix syaratx pencalonanx karenax 

Pemohonx telahx berusiax lebihx darix batasx minimalx yangx ditentukanx 

yaitux 40x tahunx sebagaimanax Pasalx 29x hurufx ex Undang-Undang 

Nomorx 30 Tahun 200254.x  

 
53x “Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022,”x 108. 
54x UUx 30/2002x tentangx Komisix Pemberantasanx Tindakx Pidanax Korupsix Pasalx 

29ex “berumurx sekurang-kurangnyax 40x (empatx puluh)x tahunx danx setinggi-tingginyax 65x 

(enamx puluhx lima)x tahunx padax prosesx pemilihan;” 
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Namun,x ketikax Pemohonx menjabatx sebagaix pimpinanx KPKx 

telahx terjadix perubahanx terhadapx syaratx minimalx batasanx usiax 

untukx dapatx mencalonkanx dirix sebagaix pimpinanx KPKx sehinggax 

menyebabkanx Pemohonx tidakx lagix memenuhix kualifikasix untukx 

menjadix pimpinanx KPK,x halx inix menurutx Mahkamahx telahx 

menyebabkanx ketidakadilanx bagix Pemohon.x Hakx konstitusionalx 

Pemohonx untukx dapatx dipilihx kembalix dalamx pencalonanx sebagaix 

pimpinanx KPKx telahx ternyatax diabaikanx danx dilanggarx denganx 

berlakunyax normax Pasalx 29ex Undang-Undang Nomor 19 Tahun 201955. 

Mahkamahx berpendapat,x bahwax dalamx prosesx seleksix 

pemilihanx pimpinanx KPK,x terdapatx duax persyaratanx yangx harusx 

dipenuhix olehx calonx pimpinanx yangx akanx mengikutix seleksix yaitux 

syaratx yangx bersifatx formalx ataux disebutx sebagaix syaratx 

administrasix danx syaratx substansix yangx salahx satunyax dapatx 

berupax pendidikanx danx pengalamanx kerja.x Berdasarkanx Pasalx 29x 

Undang-Undang Nomorx19 Tahun 2019,x pembentukx undang-undangx 

telahx secarax jelasx mengaturx persyaratanx untukx dapatx diangkatx 

sebagaix Pimpinanx KPK,x antarax lainx syaratx pendidikan,x keahlian,x 

danx pengalamanx palingx sedikitx 15x (limax belas)x tahunx dalamx 

bidangx hukum,x ekonomi,x keuangan,x ataux perbankan,x sertax syaratx 

usiax minimalx danx maksimal.56x  

 
55x Pasalx 29ex UUx 19/2019“berusiax palingx rendahx 50x (limax puluh)x tahunx danx 

palingx tinggix 65x (enamx puluhx lima)x tahunx padax prosesx pemilihan;” 
56x “Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022,”x 109. 
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Berkaitanx denganx persyaratanx tersebut,x menurutx Mahkamahx 

pentingx untukx menegaskanx bahwax syaratx pendidikan,x keahlian,x 

danx terlebihx lagix pengalamanx merupakanx persyaratanx yangx secarax 

substansialx adalahx esensialx daripadax persyaratanx batasanx usiax yangx 

bersifatx formalx semata.x Sebab,x calonx pimpinanx KPKx yangx telahx 

memilikix pengalamanx memimpinx KPKx selamax satux periodex 

sebelumnyax memilikix nilaix lebihx yangx akanx memberikanx 

keuntunganx tersendirix bagix lembagax KPK,x karenax telahx 

memahamix sistemx kerja,x permasalahan-permasalahanx yangx dihadapix 

lembagax sertax targetx kinerjax yangx inginx dicapaix olehx lembaga.x 

Terlebih,x persoalan-persoalanx yangx ditanganix danx menjadix 

kewenanganx lembagax KPKx mempunyaix karakterx khususx yaitux 

berkaitanx denganx perkara-perkarax yudisialx yangx membutuhkanx 

pengalaman.57x  

Mahkamahx memandangx seseorangx yangx berpengalamanx 

akanx mampux membangunx timx yangx kuatx denganx carax 

memberikanx bimbinganx untukx menyelesaikanx setiapx tantanganx danx 

rintanganx yangx dihadapix olehx lembaga.x Terlebihx lagix mengingatx 

KPKx memilikix tugasx danx wewenangx yangx sangatx beratx danx luasx 

 
57x “Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022,”x 109. 
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sebagaimanax diaturx dalamx Pasalx 6x sampaix denganx Pasalx 15x 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 201958.x  

Sehingga,x denganx mendasarkanx padax pertimbanganx dix atas,x 

seseorangx yangx pernahx ataux sedangx menjabatx sebagaix pimpinanx 

KPKx danx kemudianx akanx mencalonkanx dirix kembali,x baikx 

seketikax maupunx denganx jeda,x sepanjangx jikax yangx bersangkutanx 

memenuhix persyaratanx lainnya,x misalnyax rekamx jejakx yangx baik,x 

makax yangx bersangkutanx merupakanx calonx yangx potensialx untukx 

dipertimbangkanx olehx panitiax seleksix karenax pengalamanx 

memimpinx KPKx yangx dimilikinya. 

Selanjutnyax denganx pertimbanganx tersebut,x makax menurutx 

Mahkamah,x dalilx Pemohonx terkaitx Pasalx 29x hurufx ex Undang-

Undang Nomorx 19 Tahun 201959x bertentanganx denganx Undang-Undang 

Dasarx 1945x sepanjangx tidakx dimaknaix “berusiax palingx rendahx 50x 

(limax puluh)x tahunx ataux berpengalamanx sebagaix Pimpinanx KPK,x 

danx palingx tinggix 65x (enamx puluhx lima)x tahunx padax prosesx 

pemilihan”x adalahx beralasanx menurutx hukum. 

Kemudianx Masax jabatanx pimpinanx KPKx yangx diberikanx 

olehx Pasalx 34x Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002x selamax 4x 

tahunx danx dapatx dipilihx kembalix untukx satux kalix masax jabatanx 

 
58x Berkaitanx denganx tugasx danx wewenangx dijelaskanx dalamx Pasalx 6,x Pasalx 7x 

(1)x ,Pasalx 8x Pasalx 9x Pasalx 10x (1)x Pasalx 10Ax Pasalx 11x Pasalx 12x x Pasalx 12Ax Pasalx 

13x Pasalx 14x dihapusPasalx 15. 

59x Pasalx 29ex UUx 19/2019“berusiax palingx rendahx 50x (limax puluh)x tahunx danx 

palingx tinggix 65x (enamx puluhx lima)x tahunx padax prosesx pemilihan;” 
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telahx ternyatax menyebabkanx dalamx satux kalix periodex masax 

jabatanx Presidenx danx DPRx yaitux selamax 5x (lima)x tahunx inx casux 

Periodex 2019-2024,x dapatx melakukanx penilaianx terhadapx lembagax 

KPKx sebanyakx 2x (dua)x kalix yaitux dalamx halx melakukanx seleksix 

ataux rekrutmenx pimpinanx KPK.x Mahkamahx memandang,x secarax 

kelembagaan,x KPKx diperlakukanx berbedax denganx lembagax negarax 

penunjangx lainnyax namunx tergolongx kex dalamx lembagax 

constitutionalx importancex yangx sama-samax bersifatx independenx danx 

dibentukx berdasarkanx undang-undangx karenax terhadapx lembagax 

constitutionalx importancex yangx bersifatx independenx tersebut,x yangx 

memilikix masax jabatanx pimpinannyax selamax 5x (lima)x tahun,x 

dinilaix sebanyakx satux kalix selamax 1x (satu)x periodex masax jabatanx 

Presidenx danx DPR.x Sebagaix contoh,x Presidenx danx DPRx yangx 

terpilihx padax Pemilux tahunx 2019x (Periodex masax jabatanx 2019-

2024),x jikax menggunakanx skemax masax jabatanx pimpinanx KPKx 4x 

(empat)x tahun,x makax Presidenx danx DPRx masax jabatanx tersebutx 

akanx melakukanx seleksix ataux rekrutmenx pimpinanx KPKx sebanyakx 

2x (dua)x kalix yaitux pertamax padax Desemberx 2019x yangx lalux danx 

seleksix ataux rekrutmenx keduax padax Desemberx 2023.x Penilaianx 

sebanyakx duax kalix sebagaimanax diuraikanx dix atasx setidaknyax akanx 

berulangx kembalix padax 20x (duax puluh)x tahunx mendatang.x  

Namun,x jikax menggunakanx skemax masax jabatanx pimpinanx 

KPKx selamax 5x (lima)x tahun,x makax seleksix ataux rekrutmenx 
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pimpinanx KPKx dilakukanx hanyax satux kalix olehx Presidenx danx 

DPRx Periodex 2019-2024x yaitux padax Desemberx 2019x yangx lalu,x 

sedangkanx seleksix ataux rekrutmenx untukx pengisianx jabatanx 

pimpinanx KPKx Periodex 2024-2029x akanx dilakukanx olehx Presidenx 

danx DPRx periodex berikutnyax (Periodex 2024-2029). 

Bahwax sistemx perekrutanx pimpinanx KPKx denganx skemax 4x 

tahunanx berdasarkanx Pasalx 34x Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002x 

telahx menyebabkanx dinilainyax kinerjax darix pimpinanx KPKx yangx 

merupakanx manifestasix darix kinerjax lembagax KPKx sebanyakx duax 

kalix olehx Presidenx maupunx DPRx dalamx periodex masax jabatanx 

yangx sama.x Penilaianx duax kalix terhadapx KPKx tersebutx dapatx 

mengancamx independensix KPKx karenax denganx kewenanganx 

Presidenx maupunx DPRx untukx dapatx melakukanx seleksix ataux 

rekrutmenx pimpinanx KPKx sebanyakx 2x kalix dalamx periodex ataux 

masax jabatanx kepemimpinannyax berpotensix tidakx sajax 

mempengaruhix independensix pimpinanx KPK,x tetapix jugax bebanx 

psikologisx danx benturanx kepentinganx terhadapx pimpinanx KPKx 

yangx hendakx mendaftarkanx dirix kembalix padax seleksix calonx 

pimpinanx KPKx berikutnya.x Perbedaanx masax jabatanx KPKx denganx 

lembagax independenx lainx menyebabkanx perbedaanx perlakuanx yangx 

telahx ternyatax mencideraix rasax keadilanx (unfairness)x karenax telahx 

memperlakukanx berbedax terhadapx halx yangx seharusnyax berlakux 

sama.x Halx demikian,x sejatinyax bertentanganx denganx ketentuanx 
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Pasalx 28Dx ayatx (1)x Undang-Undang Dasarx 1945.x Olehx karenax itux 

menurutx Mahkamah,x gunax menegakkanx hukumx danx keadilan,x 

sesuaix denganx Pasalx 24x ayatx (1)x Undang-Undang Dasarx 1945x danx 

menurutx penalaranx yangx wajar,x ketentuanx yangx mengaturx tentangx 

masax jabatanx pimpinanx KPKx seharusnyax disamakanx denganx 

ketentuanx yangx mengaturx tentangx halx yangx samax padax lembagax 

negarax constitutionalx importancex yangx bersifatx independenx yaitux 

selamax 5x (lima)x tahun. 

Berdasarkanx seluruhx uraianx pertimbanganx hukumx dix atas,x 

menurutx Mahkamah,x dalilx Pemohonx terkaitx ketentuanx normax Pasalx 

34x Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002x adalahx bertentanganx 

denganx Undang-Undang Dasarx 1945x danx tidakx mempunyaix 

kekuatanx hukumx mengikatx sepanjangx tidakx dimaknaix bahwax 

Pimpinanx Komisix Pemberantasanx Tindakx Pidanax Korupsix baikx 

pimpinanx yangx diangkatx secarax bersamaanx maupunx pimpinanx 

penggantix yangx diangkatx untukx menggantikanx pimpinanx yangx 

berhentix dalamx masax jabatannyax memegangx jabatanx selamax 5x 

(lima)x tahun,x danx sesudahnyax dapatx dipilihx kembalix hanyax untukx 

sekalix masax jabatanx adalahx beralasanx menurutx hukum.x Makax 

amarx putusanx yangx dijatuhkanx Mahkamahx adalahx Mengabulkanx 

permohonanx Pemohonx untukx seluruhnya.x  

Selanjutnyax menyatakanx Pasalx 29x hurufx ex Undang-Undangx 

Nomorx 19x Tahunx 2019x tentangx Perubahanx Keduax Atasx Undang-
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Undangx Nomorx 30x Tahunx 2002x tentangx Komisix Pemberantasanx 

Tindakx Pidanax Korupsix (Lembaranx Negarax Republikx Indonesiax 

Tahunx 2019x Nomorx 197,x Tambahanx Lembaranx Negarax Republikx 

Indonesiax Nomorx 6409)x yangx semulax berbunyi,x “Berusiax palingx 

rendahx 50x (limax puluh)x tahunx danx palingx tinggix 65x (enamx puluhx 

lima)x tahunx padax prosesx pemilihan”,x bertentanganx denganx Undang-

Undangx Dasarx Negarax Republikx Indonesiax Tahunx 1945x danx tidakx 

mempunyaix kekuatanx hukumx mengikatx secarax bersyaratx sepanjangx 

tidakx dimaknai,x “berusiax palingx rendahx 50x (limax puluh)x tahunx 

ataux berpengalamanx sebagaix Pimpinanx KPK,x danx palingx tinggix 

65x (enamx puluhx lima)x tahunx padax prosesx pemilihan”.x  

Kemudianx menyatakanx Pasalx 34x Undang-Undangx Nomorx 

30x Tahunx 2002x tentangx Komisix Pemberantasanx Tindakx Pidanax 

Korupsix (Lembaranx Negarax Republikx Indonesiax Tahunx 2002x 

Nomorx 137,x Tambahanx Lembaranx Negarax Republikx Indonesiax 

Nomorx 4250)x yangx semulax berbunyi,x “Pimpinanx Komisix 

Pemberantasanx Korupsix memegangx jabatanx selamax 4x (empat)x 

tahunx danx dapatx dipilihx kembalix hanyax untukx sekalix masax 

jabatan”,x bertentanganx denganx Undang-Undangx Dasarx Negarax 

Republikx Indonesiax Tahunx 1945x danx tidakx mempunyaix kekuatanx 

hukumx mengikatx secarax bersyaratx sepanjangx tidakx dimaknai,x 

“Pimpinanx Komisix Pemberantasanx Korupsix memegangx jabatanx 

selamax 5x (lima)x tahunx danx dapatx dipilihx kembalix hanyax untukx 
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sekalix masax jabatan”.x Keempat,x Memerintahkanx pemuatanx putusanx 

inix dalamx Beritax Negarax Republikx Indonesiax sebagaimanax mestinya 

Dalamx Putusanx tersebutx jugax terdapatx alasanx berbedax 

(concurringx opinion)x darix Hakimx Konstitusix Saldix Israx khususx 

terhadapx pengujianx normax Pasalx 29x hurufx ex Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019.x Danx terdapatx pendapatx berbedax (dissentingx 

opinion)x darix 4x (empat)x orangx Hakimx Konstitusi,x yaitux Hakimx 

Konstitusix Suhartoyo,x Hakimx Konstitusix Wahiduddinx Adams,x 

Hakimx Konstitusix Saldix Isra,x danx Hakimx Konstitusix Ennyx 

Nurbaningsihx khususx terhadapx pengujianx normax Pasalx 34x Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002. 

Alasanx Berbedax (Concurringx Opinion),x Saldix Israx 

berpandanganx bahwax untukx melindungix danx memberikanx kepastianx 

hukumx yangx adilx bagix pejabatx publikx yangx terdampakx akibatx 

terjadinyax perubahanx persyaratanx usiax minimumx ataupunx 

maksimum,x menambahkanx alternatifx syaratx penggantix berupax 

“pengalaman”x padax jabatanx yangx sedangx didudukix dapatx menjadix 

solusix konstitusionalx gunax mencegahx terjadinyax ketidakpastianx 

hukumx yangx adilx sesuaix denganx semangatx Undang-Undang Dasarx 

1945x bagix pejabatx incumbent.x Jikax tidakx tersedia,x sangatx mungkinx 

pembentukx undang-undangx akanx semakinx cenderungx membuatx ataux 

merumuskanx kebijakanx “menyesuaikanx usia”x pejabatx yangx sedangx 

menjabat.x  
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Sekadarx membuatx kemungkinan,x misalnya,x suatux waktux 

sebagaix dampakx darix pemilihanx kepalax daerahx secarax langsung,x 

banyakx gubernurx terpilihx padax usiax 30x tahunx ataux 31x tahun,x 

namunx begitux akanx mencalonkanx dirix ikutx kontestasix padax 

periodex kedua,x pembentukx undang-undangx mengubahx syaratx usiax 

minimumx calonx gubernurx menjadix 37x tahunx ataux 38x tahun.x 

Bukankahx denganx adanyax pilihanx untukx “menyesuaikanx usia”x 

tersebutx akanx menyebabkanx gubernurx incumbentx menjadix 

kehilanganx hakx mencalonkanx dirix untukx periodex kedua.x Denganx 

menggunakanx kemungkinkanx tersebut,x syaratx “pengalaman”x untukx 

menggantikanx perubahanx usiax minimumx hanyax dapatx berlakux 

untukx jabatanx yangx sama.x  

Dalamx batasx penalaranx yangx wajar,x persyaratanx alternatifx 

yangx dimaksudx dapatx diteropongx darix sudutx kewenanganx darix 

pembentukx undang-undangx yangx tidakx sejalanx denganx kebijakanx 

hukumx terbuka,x inx casux tidakx sejalanx denganx prinsipx rasionalitasx 

danx ketidakadilanx yangx intolerable.x Solusix tersebutx seharusnyax 

dijadikanx pertimbanganx bagix pembentukx undang-undangx manakalax 

akanx melakukanx perubahanx terhadapx ketentuanx yangx berkenaanx 

denganx persyaratanx usiax bagix pejabatx publikx yangx diaturx dix 

dalamx undang-undang. 

Kemudianx pendapatx Berbedax (Dissentingx Opinion),x 

ketidakseragamanx mengenaix masax jabatanx komisix negarax dix 
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Indonesiax tidakx dapatx ditafsirkanx sebagaix ketidaksetaraan,x 

ketidakadilan,x ketidakpastianx hukum,x danx diskriminatif,x sertax 

timbulnyax keraguanx masyarakatx atasx posisix danx independensix 

KPKx dalamx strukturx ketatanegaraanx Indonesia,x sebagaimanax 

didalilkanx olehx Pemohon.x  

Argumentasix perubahanx periodisasix masax jabatanx pimpinanx 

KPKx selayaknyax dikaitkanx denganx desainx kelembagaan.x Namun,x 

Pemohonx menitikberatkanx dasarx pengujianx padax adanyax 

pelanggaranx hakx konstitusional.x Padahalx pengaturanx mengenaix 

masax jabatanx pimpinanx KPKx jugax mengandungx ketentuanx yangx 

secarax tersiratx memberix jaminanx atasx hak-hakx bagix orangx yangx 

terpilihx sebagaix pimpinanx KPK.x  

Perlindunganx hakx yangx dimaksudx adalahx (1)x hakx atasx 

kejelasanx masax jabatan,x yaitux selamax 4x (empat)x tahun;x danx (2)x 

hakx dapatx dipilihx kembalix untukx satux periodex masax jabatan.x 

Argumentasix yangx dibangunx olehx Pemohonx adalahx bahwax masax 

jabatanx pimpinanx KPKx selamax 4x (empat)x tahunx merupakanx 

bentukx ketidakadilanx sebabx adax masax jabatanx dix lembagax nonx 

kementerianx lainx yangx memilikix periodex lebihx panjang,x yaitux 5x 

(lima)x tahun.x  

Pemohonx berdalihx bahwax seharusnyax masax jabatanx 

pimpinanx KPKx adalahx 5x (lima)x tahunx agarx diperlakukanx samax 

ataux adax keadilanx dalamx perlindunganx hakx antarax pimpinanx KPKx 
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denganx pimpinanx lembagax nonx kementerianx lainnya.x Terhadapx 

bangunanx argumentasix ini,x perlux ditanggapix duax halx yaitu:x 

pertama,x upayax mengubahx masax jabatanx pimpinanx lembagax negarax 

selayaknyax dikaitkanx denganx desainx kelembagaanx danx bukanx 

berkenaanx denganx ketidakadilanx ataux perlakuanx yangx tidakx samax 

antarax masax jabatanx satux pimpinanx lembagax negarax denganx masax 

jabatanx pimpinanx lembagax negarax lainnya.x  

Kedua,x bilamanax yangx disorotix dalamx membangunx 

argumentasix mengenaix pengubahanx masax jabatanx pimpinanx 

lembagax negarax adalahx adanyax kerugianx hakx darix Pemohonx 

sebagaix pimpinanx KPKx atasx perlakuanx yangx tidakx samax makax 

sesungguhnyax Pemohonx membangunx dalilx mengenaix ketidakadilanx 

tanpax mempertimbangkanx hakx orangx lainx yangx jugax berminatx 

untukx mengajukanx dirix sebagaix calonx pimpinanx KPK.x  

Terlebihx lagi,x denganx Mahkamahx mengabulkanx permohonanx 

Pemohonx yangx mengubahx masax jabatanx pimpinanx KPKx darix 4x 

(empat)x tahunx menjadix 5x (lima)x tahun,x dikhawatirkanx akanx 

memantikx permohonanx lainx dix kemudianx harix terhadapx adanyax 

perbedaanx masax jabatanx pimpinanx dix beberapax lembagax ataux 

komisix negara.x Dalamx kondisix demikian,x Mahkamahx akanx masukx 

kex wilayahx yangx selamax inix merupakanx kewenanganx pembentukx 

undang-undangx untukx menentukannya.x Makax Petitumx Pemohonx 

yangx memohonx kepadax Mahkamahx untukx memaknaix normax Pasalx 
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34x Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002x menjadix “Pimpinanx 

Komisix Pemberantasanx Korupsix memegangx jabatanx selamax 5x 

(lima)x tahun”,x adalahx tidakx beralasanx menurutx hukumx sehinggax 

seharusnyax Mahkamahx menolakx permohonanx Pemohonx ax quo. 

Selanjutnya argumentasi penulis terhadap permasalahan diatas 

bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan masa jabatan pimpinan KPK 

menurut penulis tidak terlalu krusial untuk diperdebatkan dan cukup 

menyerahkan pengaturan hal tersebut kepada pembuat undang-undang. 

Namun yang seharusnya perlu diperjelas adalah terkait konsistensi 

ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena jika Mahkamah Konstitusi 

Inkonsisten dalam pendiriannya terutama terkait ketentuan open legal policy 

maka kemudian justru berpotensi pada ketidakpastian hukum.  

B. Analisisx Putusanx Mahkamahx Konstitusix Tentangx Syaratx 

Danx Masax Jabatanx Pimpinanx KPKx Perspektifx Interpretasix 

Konstitusix danx Islamicx Constitusionalism 

1. Nalarx Hukumx Hakimx Dalamx Menginterpretasikanx Undang-

Undangx Dasarx 1945x Padax Putusanx Mahkamahx Konstitusix 

Nomorx 112/PUU-XX/2022x Perspektifx Interpretasix Konstitusix  

Nalar hukum merupakan kemampuan berpikir logis yang dilakukan 

oleh para hakim dalam menganalisis dan menerapkan hukum. Dalam 

konteks interpretasi Undang-Undang Dasar 1945, hakim memiliki tanggung 

jawab untuk memahami dan menafsirkan pasal-pasal konstitusi. 
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Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 

merupakan hasil dari pemikiran dan analisis para hakim dalam 

menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam interpretasi 

konstitusi, hakim menggunakan berbagai pendekatan seperti tekstual, 

histori atau Sejarah, dam fungsional atau struktural, yang ketiganya dapat 

diklasifikasikan menjadi sebuah pendekatan originalism. Kemudian 

terdapat pendekatan doctrinal atau konseptual atas prinsip-prinsip 

peradilan, pendekatan prudensial atau faktor kepentingan eksternal seperti 

ekonomi, politik dan sebagainya, kemudian pendekatan etikal yang mana 

didasari pada perasaan keadilan, keseimbangan, maupun baik dan benar, 

yang selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi sebuah pendekatan non-

originalism.60 

Selanjutnya nalar hukum tersebut secara implisit digunakan oleh 

hakim dalam Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-

XX/2022x yangx berawalx darix perkarax judicialx reviewx yangx 

diajukanx olehx Dr.x Nurulx Ghufron,x S.H.,M.H.x Kepentinganx Nurulx 

Ghufronx adalahx menginginkanx ujix materiilx normax Pasalx 29x hurufx 

(e)61,x Undang-Undangx Republikx Indonesiax Nomorx 19x Tahunx 2019x 

Tentangx Perubahanx Keduax Atasx Undang-Undangx Nomorx 30x Tahunx 

2002x tentangx Komisix Pemberantasanx Tindakx Pidanax Korupsix danx 

 
60 Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran 

Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013,” Jurnal 

Konstitusi 14, no. 2 (November 2, 2017): 240, https://doi.org/10.31078/jk1421. 
61x Pasalx 29ex UUx 19/2019“berusiax palingx rendahx 50x (limax puluh)x tahunx danx 

palingx tinggix 65x (enamx puluhx lima)x tahunx padax prosesx pemilihan;” 
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Pasalx 3462x Undang-Undangx Republikx Indonesiax Nomorx 30x Tahunx 

2002x tentangx Komisix Pemberantasanx Tindakx Pidanax Korupsix 

Terhadapx Pasalx 28Dx ayatx (1),x (2),x danx (3)63,x danx Pasalx 28Ix ayatx 

(2)64.x  

Judicialx reviewx tersebutx diputusx olehx Sembilanx Hakimx 

Mahkamahx Konstitusix yaitux Hakimx Konstitusix yaitux Anwarx 

Usmanx selakux Ketuax merangkapx Anggota,x Saldix Isra,x Ariefx 

Hidayat,x Danielx Yusmicx P.x Foekh,x M.x Gunturx Hamzah,x Manahanx 

M.P.x Sitompul,x Ennyx Nurbaningsih,x Suhartoyo,x danx Wahiduddinx 

Adams.x Pemohonx dikabulkanx mempunyaix kerugianx konstitusionalx 

atasx diberlakukannyax Undang-Undangx sebagaimanax diaturx dalamx 

Pasalx 51x ayatx (1)x Undang-Undangx Nomorx 24x Tahunx 2003x 

tentangx Mahkamahx Konstitusi65. 

Nurulx Gufronx melaluix permohonanx judicialx reviewx tersebutx 

memohonx kepadax Mahkamahx padax pokoknyax pertamax menyatakanx 

Pasalx 29x hurufx ex Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019x 

 
62x “x Pimpinanx Komisix Pemberantasanx Korupsix memegangx jabatanx selamax 4x 

(empat)x tahunx danx dapatx dipilihx kembalix hanyax untukx sekalix masax jabatan.” 
63x Pasalx 28D:x (1)x setiapx orangx berhakx atasx pengakuan,x jaminan,x perlindungan,x 

danx kepastianx hukumx yangx adilx sertax perlakukanx yangx samax dix hadapanx hukum;x (2)x 

setiapx orangx berhakx untukx bekerjax sertax mendapatx imbalanx danx perlakuanx yangx adilx 

danx layakx dalamx hubunganx kerja;x (3)x setiapx wargax negarax berhakx memperolehx 

kesempatanx yangx samax dalamx pemerintahan. 
64x Pasalx 28Ix (2)x Setiapx orangx berhakx bebasx atasx perlakuanx yangx bersifatx 

diskriminatifx atasx dasarx apax punx danx berhakx mendapatkanx perlindunganx terhadapx 

perlakuanx yangx bersifatx diskriminatifx itu 
65x (1)x Pemohonx adalahx pihakx yangx menganggapx hakx dan/ataux kewenanganx 

konstitusionalnyax dirugikanx olehx berlakunyax undang-undang,x yaitu:x a.x peroranganx wargax 

negarax Indonesia;x b.x kesatuanx masyarakatx hukumx adatx sepanjangx masihx hidupx danx 

sesuaix denganx perkembanganx masyarakatx danx prinsipx Negarax Kesatuanx Republikx 

Indonesiax yangx diaturx dalamx undang-undang;x c.x badanx hukumx publikx ataux privat;x ataux 

d.x lembagax negara. 
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bertentanganx denganx Undang-Undang Dasarx 1945x secarax bersyaratx 

(conditionallyx inconstitutional)x danx tidakx memilikix kekuatanx 

hukumx mengikatx sepanjangx tidakx dimaknaix “Berusiax palingx 

rendahx 50x (limax puluh)x tahunx ataux berpengalamanx sebagaix 

Pimpinanx KPK,x danx palingx tinggix 65x (enamx puluhx lima)x tahunx 

padax prosesx pemilihan”.66 

Kemudianx Mahkamahx menanggapix dalilx terhadapx Pasalx 29x 

hurufx ex Undang-Undang Nomorx19 Tahun 2019,x bahwax berlakunyax 

ketentuanx Pasalx 29x hurufx ex telahx menyebabkanx ketidakadilanx danx 

diskriminatifx bagix pemohonx sehinggax hakx konstitusionalnyax 

terabaikan,x halx tersebutx yangx didalilkanx dikarenakanx dahulux saatx 

mendaftarx sebagaix pimpinanx KPKx ketentuanx usiax menurutx Pasalx 

29x ex Undang-Undang Nomorx30 Tahun 2002x masihx minimalx 40x 

tahunx danx maksimalx 65x tahunx padax saatx pemilihan67,x sedangkanx 

berlakunyax perubahanx keduax atasx Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002x yaknix spesifikx Pasalx 29x ex Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2019x menjadix minimalx 50x tahunx danx maksimalx 65x tahunx padax 

saatx prosesx pemilihan68x dalamx pemohonx melanjutkanx 

pengabdiannyax danx akanx mencalonkanx dirix kembalix sebagaimanax 

hakx yangx diberikanx kepadax pimpinanx KPKx sebagaimanax Pasalx 34x 

 
66x “Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022,”x 30. 
67xPasalx 29x ex Undang-Undangx Nomorx 30x Tahunx 2002x tentangx KPK 
68 Pasalx 29x ex Undang-Undangx Nomorx 19x Tahunx 2019x tentangx perubahanx 

keduax atasx UUx Nomorx 30x Tahunx 2002x tentangx KPK 
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Undang-Undangx KPKx mengakibatkanx tidakx dapatx dilaksanakanx 

danx harusx menunggux satux tahunx kemudian.69x  

Menurutx Mahkamahx ketentuanx normax Pasalx 29x hurufx ex 

Undang-Undang Nomorx19 Tahun 2019x ax quox meskipunx berkaitanx 

denganx usiax minimalx danx usiax maksimalx pengisianx jabatanx publikx 

yangx merupakanx syaratx formalx tidakx secarax eksplisitx bertentanganx 

denganx Konstitusi,x namunx secarax implisitx normax ax quox 

menimbulkanx persoalanx ketidakadilanx danx bersifatx diskriminatifx 

bilax dikaitkanx denganx persyaratanx yangx bersifatx substantif,x 

dijelaskanx dalamx putusanx bahwax misalnyax seseorangx yangx pernahx 

ataux sedangx menjabatx sebagaix pimpinanx KPKx danx mempunyaix 

trackx recordx yangx baikx berkaitanx denganx integritasx danx 

persyaratanx lainx yangx diaturx dalamx Pasalx 29x Undang-Undangx 

KPKx ax quo.70 

Sikapx Hakimx Mahkamahx Konstitusix yangx menjelaskanx 

bahwax ketentuanx normax Pasalx 29x hurufx ex Undang-Undang Nomorx 

19 Tahun 2019x ax quox meskipunx berkaitanx denganx usiax minimalx 

danx usiax maksimalx pengisianx jabatanx publikx yangx merupakanx 

syaratx formalx tidakx secarax eksplisitx bertentanganx denganx 

Konstitusi,x namunx secarax implisitx normax ax quox menimbulkanx 

persoalanx ketidakadilanx danx bersifatx diskriminatifx bilax dikaitkanx 

 
69x “Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022,”x 6. 
70x “Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022,”x 109. 
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denganx persyaratanx yangx bersifatx substantif,x makax jikax merujukx 

padax paradigmax interpretasix konstitusix adalahx bukanx paradigmax 

originalism.x Karenax dijelaskanx bahwax paradigmax originalismx ataux 

originalisx diartikanx olehx Paulx Brestx sebagaix suatux pendekatanx 

untukx menginterpretasikanx konstitusix melaluix originalx intensx darix 

pembentukanx normax ataux teksx eksplisitx dix dalamx konstitusi.71x x 

Sedangkanx pandanganx hakimx tersebutx menyatakanx tidakx secarax 

eksplisitx bertentanganx denganx konstitusi. 

Kemudianx padax pengertianx non-originalismx yangx manax 

merujukx kepadax penafsiranx berdasarkanx konsepx livingx 

constitutionalismx yangx bersifatx adaptifx atasx perkembanganx waktu,x 

sebagaimanax argumenx penganutx livingx constitutionalismx bahwax 

konstitusix bagaimanapunx bentuknyax harusx dapatx mengikutix 

kebutuhanx masyarakat,x ataux bersifatx adaptif.72x Jikax merujukx padax 

x pendekatanx tentangx livingx constitutionalismx menurutx Lawrencex B.x 

Sollumx salahx satux pendekatanx yangx berkorelasix denganx maknax 

Pasalx 28x Dx ayatx (1),x (2),x (3),x danx Pasalx 28x Ix Undang-Undangx 

Dasarx Negarax Republikx Indonesiax Tahunx 1945x tentangx keadilanx 

danx diskriminatifx adalahx perspektifx moralx readings,x perspektifx inix 

menunjukkanx bahwax hukumx konstitusix adalahx hasilx interpretasix 

konstruktifx darix materi-materix legalx yangx membentukx hukumx 

 
71x Arifinx Mochtar,x Kekuasaanx Kehakimanx Mahkamahx Konstitusix Danx Diskursusx 

Judicialx Activismx x VSx Judicialx Restraint,x 78–79. 
72x Arifinx Mochtar,x 80. 
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sebaikx mungkin,x yangx manax praktisix hukumx harusx mengidealkanx 

padax moralityx basedx approachesx ataux pendekatanx berbasisx 

moralitas.73x  

Tetapix konteksx keadilanx danx diskriminatifx dalamx halx 

persyaratanx formalx berupax batasanx usiax untukx mendudukix suaux 

jabatanx sebagaimanax dalilx pemohonx dalamx Putusanx Mahkamahx 

Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022x tersebutx masihx sulitx 

dikorelasikanx denganx pendekatanx berbasisx moralitas,x merujukx 

definisix moralx ataux moralitasx menurutx Imamx Sukardi,x moralx 

merupakanx karakteristikx yangx melekatx padax sesuatux yangx 

mengandungx nilaix kebaikanx yangx dijunjungx tinggix dalamx 

masyarakatx berdasarkanx padax sistemx nilaix yangx diterapkanx secarax 

bersama-sama.74x  

Sebagaimanax moralitasx menurutx Imamx Sukardix tersebutx 

adalahx sikapx yangx berdampakx baikx padax tatananx luasx ataux 

masyarakat,x bukanx padax perseoranganx yangx sedangx konservatifx 

untukx sebuahx jabatan.x Apalagix berkaitanx denganx persyaratanx 

batasanx usiax tentux pembuatx undang-undangx telahx 

mempertimbangkannyax sedemikianx rupa. 

Merujukx padax keteranganx DPRx dalamx x persidanganx 

tanggalx 7x Februarix 2023x danx menyerahkanx keteranganx tertulisx 

 
73x Arifinx Mochtar,x 81. 
74x “Memahamix Pengertianx Moralx Danx Etikax Besertax Perbedaannya,”x accessedx 

Januaryx 29,x 2024,x https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-moral-dan-

etika/#Pengertian_Moral. 
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yangx diterimax Mahkamahx padax tanggalx 23x Februarix 2023,x bahwax 

persyaratanx usiax agarx seseorangx dapatx mendudukix suatux jabatanx 

dalamx lembagax negarax merupakanx halx yangx telahx langsungx diaturx 

dalamx peraturanx perundang-undanganx sebagaix bentukx tatax tertibx 

administrasix danx wujudx kepastianx hukum.x Mengenaix persyaratanx 

usiax untukx dapatx menjadix calonx pejabatx ataux pejabatx dalamx 

suatux jawabanx tertentux menurutx DPRx digunakanx sebagaix 

parameterx untukx menentukanx seseorangx denganx batasx usiax tertentux 

dianggapx telahx memilikix kapasitasx ataux kemampuan,x baikx darix 

sisix intelektualitas,x kecerdasanx spiritual,x kecerdasanx emosi,x maupunx 

kematanganx perilakux dalamx memegangx danx menjalankanx tugasx 

danx wewenangx suatux jabatanx tertentu.75 

Dewanx Perwakilanx Rakyatx dalamx keterangannyax mengutipx 

pernyataanx Prof.x Soedirmanx Kartohadiprodjox bahwax menyamakanx 

sesuatux yangx tidakx sama,x samax tidakx adilnyax denganx 

membedakanx sesuatux yangx sama.x Demikianx denganx pernyataanx 

Laicax Marzukix yangx menyatakanx bahwax ketidakadilanx bukanx 

hanyax membedakanx duax halx yangx samax tetapix jugax menyamakanx 

duax halx yangx berbeda.76 

Maksudx DPRx mengutipx pernyataanx tersebutx karenax untukx 

memperkuatx dalilnya,x pemohonx membandingkanx syaratx batasanx 

 
75x “Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022,”x 58. 
76x Saputra,x “Pakarx Tatax Negara,”x 58. 
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usiax denganx jabatanx Lembagax negarax lainnyax yangx tentunyax tidakx 

samax karenax berdasarkanx tupoksix masing-masing.x Ketentuanx batasx 

usiax dalamx Pasalx 29x ex Undang-Undang Nomorx19 Tahun 2019x 

menurutx DPRx dimaksudkanx agarx memberikanx perlakuanx danx 

kesempatanx yangx samax bagix siapapunx dix hadapanx hukum,x justrux 

jikax mengedepankanx pengalamanx sebagaimanax dalamx petitumx 

pemohonx makax seakan-akanx membatasix kesempatan.x Menurutx 

perspektifx penulisx syaratx pengalamanx yangx dimohonkanx akanx 

menimbulkanx multitafsir,x karenax pengalamanx yangx dimaksudx jugax 

harusx memenuhix kualifikasi-kualifikasix tertentux danx cenderungx 

tidakx memberikanx kesempatanx kepadax yangx lain.x Adapunx syaratx 

pengalamanx jugax telahx diaturx dalamx Pasal 29 huruf (d)x Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019x yangx menyatakanx bahwax berijazahx 

sarjanax hukumx ataux sarjanax lainx yangx memilikix keahlianx danx 

pengalamanx palingx sedikitx 15x (limax belas)x tahunx dalamx bidangx 

hukum,x ekonomi,x keuangan,x ataux perbankan.77x Artinyax syaratx 

pengalamanx dalamx ketentuanx undang-undangx yangx diberikanx untukx 

memberikanx kesempatanx kepadax setiapx orangx yangx sesuaix denganx 

ketentuanx ataux dalamx halx inix memberikanx kesempatanx lebihx luas,x 

sedangkanx syaratx pengalamanx memimpinx KPKx justrux bersifatx 

konservatifx yangx dimungkinkanx berdampakx padax otoriterisme. 

 
77x Dalinamax Telaumbanua,x “Undang-Undangx Republikx Indonesiax Nomorx 19x 

Tahunx 2019x tentangx Perubahanx Keduax Atasx Undang-Undangx Nomorx 30x Tahunx 2002x 

Tentangx Komisix Pemberantasanx Tindakx Pidanax Korupsi,”x preprintx (Openx Sciencex 

Framework,x Decemberx 2,x 2019),x 16,x https://doi.org/10.31219/osf.io/3wck6. 
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Kemudianx mengenaix perlakukanx diskriminatifx sebagaimanax 

yangx didalilkanx pemohon,x diskriminasix menurutx Theodorsonx 

adalahx perlakuanx yangx tidakx seimbangx terhadapx perorangan,x ataux 

kelompok,x berdasarkanx sesuatu,x biasanyax bersifatx kategorikal,x ataux 

atribut-atributx khas,x sepertix ras,x sukux bangsa,x agama,x ataux stratax 

sosial.78x  

Makax sulitx mengkorelasikanx perbedaanx usiax sebagaix bentukx 

diskriminasi.x Terlebihx lagix persyaratanx usiax menurutx pembuatx 

undang-undangx dimaksudkanx sebagaix parameterx untukx menentukanx 

seseorangx denganx batasx usiax tertentux dianggapx telahx memilikix 

kapasitasx ataux kemampuan,x baikx darix sisix intelektualitas,x 

kecerdasanx spiritual,x kecerdasanx emosi,x maupunx kematanganx 

perilakux dalamx memegangx danx menjalankanx tugasx danx wewenangx 

suatux jabatanx tertentu.x Danx pertimbanganx batasanx usiax tersebutx 

jugax dipertimbangkanx sesuaix kebutuhanx masing-masingx jabatanx 

dalamx lembaga-lembagax tertentu,x tidakx bisax dipukulx rata. 

Darix penjabaranx diatasx makax dalamx mengujix Pasalx 29x ex 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019x Mahkamahx Konstitusix 

cenderungx padax paradigmax ataux nalarx non-originalismx denganx 

pendekatanx moralx readingsx yaknix denganx dalilx ketidakadilanx danx 

perlakukanx diskriminasi,x tetapix dalamx penerapannyax terhadapx 

 
78x Fulthonix A.x Mx andx Indonesianx Legalx Resourcex Center,x eds.,x Bukux sakux 

untukx kebebasanx beragamax (Jakarta,x Indonesia:x Indonesianx Legalx Resourcex Center,x 

2009),x 4. 
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syaratx formalx batasanx usiax calonx pejabatx KPKx tidakx 

mencerminkanx substansix moralx readingsx yangx dimaksud. 

Selanjutnyax jikax disandingkanx denganx definisix judicialx 

activismx yangx menyatakanx bahwax Secarax teoritisx Judicialx activismx 

adalahx sebuahx filsafatx penilaianx dix manax parax hakimx 

memperbolehkanx pandanganx pribadix merekax tentangx kebijakanx 

publik,x antarax faktorx lainnya,x untukx memengaruhix keputusanx 

merekax dalamx kasusx hukum79.x Dalamx pendekatanx ini,x hakimx 

tidakx hanyax membatasix dirix padax penafsiranx harfiahx undang-

undangx ataux konstitusi,x tetapix jugax mempertimbangkanx nilai-nilaix 

pribadix mereka,x keyakinanx politik,x danx pandanganx sosialx yangx 

merekax miliki.x Makax praktikx yangx dilakukanx hakimx bisax dibilangx 

condongx kepadax judicialx activism.x  

Kemudianx dipandangx denganx landasanx teorix munculnyax 

konsepx judicialx activismx yaknix theoryx ofx vacuumx fillingx ataux 

teorix untukx memenuhix kekosonganx hukum,x danx theoryx ofx socialx 

wantx ataux teorix tentangx apax yangx diinginkanx olehx Masyarakatx 

sosial.80x Pertama,x permohonanx mengenaix ketentuanx batasx usiax 

calonx pejabatx KPKx telahx diaturx dalamx Pasalx 29x ex Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019x makax substansix permohonanx tidakx 

mencerminkanx adanyax urgensix kekosonganx hukum,x keduax yangx 

 
79x Arifinx Mochtar,x Kekuasaanx Kehakimanx Mahkamahx Konstitusix Danx Diskursusx 

Judicialx Activismx x VSx Judicialx Restraint,x 106. 
80x Arifinx Mochtar,x 109. 
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mengajukanx permohonanx adalahx perseorangan,x makax jugax tidakx 

mencerminkanx sesuatux yangx diinginkanx Masyarakatx sosialx ataux 

Masyarakatx luas.x  

Urgensix mengenaix aliranx judicialx activismx mendapatx 

pandanganx positifx darix pendukungx hakx asasix manusiax danx parax 

pendukungx demokrasi.x Merekax percayax bahwax judicialx activismx 

merupakanx bentukx adaptasix hukumx yangx legalx antarax konstitusix 

danx perkembanganx sosial,x denganx mengembangkanx prinsip-prinsipx 

yangx adax dalamx konstitusix danx putusanx yangx telahx adax untukx 

menerapkanx nilai-nilaix dasarx yangx terkandungx dalamx konstitusix 

secarax progresif.x Judicialx activismx dapatx dianggapx sebagaix halx 

yangx positifx ketikax digunakanx sebagaix upayax penemuanx danx 

penafsiranx hukum,x tetapix jugax dapatx menjadix negatifx jikax 

disalahgunakanx olehx pemegangx kewenanganx judicialx review.81 

Pandanganx negativex tersebutx ketikax hakimx yangx cenderungx 

menerapkanx judicialx activism,x ataux yangx seringx disebutx sebagaix 

hakimx aktivis,x berfokusx padax pandanganx bahwax merekax 

menggunakanx diskresix yudisial82x merekax secarax bertentanganx 

denganx prinsip-prinsipx umum.x Prinsipx tersebutx meliputix keyakinanx 

bahwax hakimx seharusnyax hanyax menerapkanx hukumx yangx telahx 

dibuatx olehx parax legislator.x Hakim-hakimx inix dianggapx cenderungx 

 
81x Arifinx Mochtar,x 116. 
82x Diskresix yudisialx mengacux padax kekuasaanx hakimx untukx mengambilx 

keputusanx berdasarkanx evaluasix individualnya,x denganx berpedomanx padax prinsip-prinsipx 

hukum.x “judicialx discretion.” 
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mengambilx peranx sebagaix penentux kebijakanx politik,x sosial,x danx 

ekonomi,x yangx bertentanganx denganx peranx tradisionalx merekax 

sebagaix interpreterx hukum.83 

Sebagaimanax dalamx pembahasanx inix hakimx telahx menabrakx 

openx legalx policyx denganx dalilx ketidakadilanx danx perlakuanx 

diskriminatif,x meskipunx penerapannyax tidakx mencerminkanx 

keberpihakanx padax substansix keadilan. 

Kemudianx sebagaimanax amarx putusanx yangx Menyatakanx 

Pasalx 34x Undang-Undangx Nomorx 30x Tahunx 2002x tentangx Komisix 

Pemberantasanx Tindakx Pidanax Korupsix (Lembaranx Negarax 

Republikx Indonesiax Tahunx 2002x Nomorx 137,x Tambahanx Lembaranx 

Negarax Republikx Indonesiax Nomorx 4250)x yangx semulax berbunyi,x 

“Pimpinanx Komisix Pemberantasanx Korupsix memegangx jabatanx 

selamax 4x (empat)x tahunx danx dapatx dipilihx kembalix hanyax untukx 

sekalix masax jabatan”,x bertentanganx denganx Undang-Undangx Dasarx 

Negarax Republikx Indonesiax Tahunx 1945x danx tidakx mempunyaix 

kekuatanx hukumx mengikatx secarax bersyaratx sepanjangx tidakx 

dimaknai,x “Pimpinanx Komisix Pemberantasanx Korupsix memegangx 

jabatanx selamax 5x (lima)x tahunx danx dapatx dipilihx kembalix hanyax 

untukx sekalix masax jabatan”.84 

 
83x Mohammadx Faiz,x “Dimensionsx ofx Judicialx Activismx Inx Thex Constitutionalx 

Courtx Decisions,”x 409. 
84x “Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022,”x 121. 
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Terhadapx Pasalx 34x Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002x 

Masax jabatanx yangx diberikanx disitux adalahx selamax 4x tahun x 

menurutx mahkamahx menyebabkanx dinilainyax kinerjax pimpinanx 

KPKx yangx merupakanx manifestasix darix kinerjax Lembagax KPKx 

sebanyakx duax kalix olehx Presidenx maupunx DPRx dalamx periodex 

masax jabatanx yangx sama.x Duax kalix peniliaianx tersebutx mahkamahx 

menjustifikasix dalilx pemohonx bahwax dapatx mengancamx 

independensix KPK.x Menurutx mahkamahx tidakx sajax mempengaruhix 

independensix pimpinanx KPK,x tetapix jugax bebanx psikologisx danx 

benturanx kepentinganx terhadapx pimpinanx KPKx yangx hendakx 

mendaftarkanx dirix Kembalix padax seleksix calonx pimpinanx KPKx 

berikutnya.x  

x Pendapatx selanjutnyax bahwax masax jabatanx KPKx denganx 

Lembagax independentx lainx menyebabkanx perbedaanx perlakuanx 

yangx menurutx mahkamahx mencideraix rasax keadilanx (unfairness),x 

danx menurutx mahkamahx bertentanganx denganx Pasalx 28Dx ayatx (1)x 

Undang-Undang Dasarx 1945x yangx berbunyi:x (1)x setiapx orangx 

berhakx atasx pengakuan,x jaminan,x perlindungan,x danx kepastianx 

hukumx yangx adilx sertax perlakukanx yangx samax dix hadapanx hukum. 

Sehinggax mahkamahx dalamx putusannyax menyatakanx bahwax 

dalilx Pemohonx terkaitx ketentuanx normax Pasalx 34x Undang-Undang 

Nomorx30 Tahun 2002x adalahx bertentanganx denganx Undang-Undang 

Dasarx 1945x danx tidakx mempunyaix kekuatanx hukumx mengikat,x 
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sepanjangx tidakx dimaknaix bahwax Pimpinanx Komisix Pemberantasanx 

Tindakx Pidanax Korupsix baikx pimpinanx yangx diangkatx secarax 

bersamaanx maupunx pimpinanx penggantix yangx diangkatx untukx 

menggantikanx pimpinanx yangx berhentix dalamx masax jabatannyax 

memegangx jabatanx selamax 5x (lima)x tahun,x danx sesudahnyax dapatx 

dipilihx kembalix hanyax untukx sekalix masax jabatanx adalahx 

beralasanx menurutx hukum. 

Jikax mengacux padax metodex interpretasix konstitusix yaknix 

penafsiranx tekstualx ataux aliranx originalism,x yangx manax 

memberikanx artix terhadapx kata-katax danx susunanx kata-katax yangx 

terterax dalamx naskahx konstitusix yangx hendakx ditafsir85,x Pasalx 28Dx 

ayatx (1)x Undang-Undang Dasarx 1945x yangx berbunyi:x (1)x setiapx 

orangx berhakx atasx pengakuan,x jaminan,x perlindungan,x danx 

kepastianx hukumx yangx adilx sertax perlakukanx yangx samax dix 

hadapanx hukum.x Sedangkanx padax putusanx ax quox yangx 

mengajukanx permohonanx adalahx atasx namax pribadi,x ataux atasx 

kepentinganx yangx tidakx universal,x sebagaimanax teksx yangx 

menyatakanx bahwax “setiapx orang”,x makax artinyax hakimx 

dimungkinkanx tidakx menggunakanx metodex penafsiranx tekstualx 

dalamx memutusx permohonanx padax putusanx ax quo. 

 
85x Arifinx Mochtar,x Kekuasaanx Kehakimanx Mahkamahx Konstitusix Danx Diskursusx 

Judicialx Activismx x VSx Judicialx Restraint,x 86. 
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Jikax mengacux padax metodex penafsiranx historis,x 

sebagaimanax argumentx dalamx dissentingx opinion,x menyatakanx 

bahwax ketidakseragamanx mengenaix masax jabatanx komisix negarax 

dix Indonesiax tidakx dapatx ditafsirkanx sebagaix ketidaksetaraan,x 

ketidakadilan,x ketidakpastianx hukum,x danx diskriminatif,x sertax 

timbulnyax keraguanx Masyarakatx atasx posisix danx independensix 

KPKx dalamx strukturx ketatanegaraanx Indonesia,x sepertix yangx 

didalilkanx pemohon.x Maka,x seharusnyax dalamx pertimbanganx 

selayaknyax dikaitkanx denganx desainx kelembagaan,x sebagaimanax 

pembentukanx UUx KPK,x padahalx pengaturanx mengenaix masax 

jabatanx pimpinanx KPKx jugax mengandungx ketentuanx secarax tersiratx 

dalamx memberikanx jaminanx atasx hak-hakx bagix individux yangx 

terpilihx sebagaix pimpinanx KPK. 

Selanjutnyax memahamix metodex penafsiranx prudensial,x yangx 

dijelaskanx maksudnyax merupakanx pencarianx maknax konstitusix 

denganx melakukanx kalkulasix untungx rugix penerapanx konstitusix 

yangx dimaksud,x baikx kalkulasix politikx maupunx ekonomi86,x jikax 

merujukx padax pendapatx pakarx hukumx tatax negarax Bivitrix Susantix 

yangx menyatakanx materix gugatanx terebutx sesungguhnyax tidakx 

darurat,x danx tidakx adanyax kaitanx denganx isux konstitusional,x 

ditambahx denganx pendapatx Ferix Amsarix yangx sepakatx denganx 

Bivitrix danx menambahkanx argumentx bahwax putusanx tersebutx 

 
86x Arifinx Mochtar,x 86. 
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sangatx eratx kaitannyax denganx nuansax politikx jelangx Pemilux 2024x 

sertax tidakx lepasx darix campurx tanganx kepentinganx istana87.x Makax 

tidakx menutupx kemungkinanx ataux bahkanx dapatx dikatakanx 

pertimbanganx hakimx dalamx putusanx tersebutx menggunakanx metodex 

penafsiranx prudensial,x yangx lebihx condongnyax padax kalkulasix 

politik. 

Darix penjabaranx diatasx dalamx pengujianx Pasalx 29ex Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019x danx Pasalx 34x Undang-Undang Nomorx 

30 Tahun 2002x makax nalarx yangx digunakanx cenderungx padax non-

originalismx cenderungx mengarahx padax judicialx activismx danx 

mengarahx padax metodex penafsiranx prudensialx yangx manax condongx 

padax kalkulasix politik. 

2. Implikasix Putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-

XX/2022x Terhadapx Eksistensix Kelembagaanx Komisix 

Pemberantasanx Korupsix Dalamx Perspektifx Darix Islamicx 

Constitutionalism 

Memaknaix Islamicx Constitutionalismx sebagaimanax dijelaskanx 

dalamx landasanx teori,x bahwax prinsipx yangx dimaksudx adalahx 

bukanx dimaknaix sebagaix suatux ajaranx sistemx kenegaraanx yangx 

secarax otoritasx harusx sesuaix denganx kekuasaanx Tuhanx ataux dalamx 

istilahx disebutx teokrasi.x Tetapix lebihx kepadax prinsipx profetikx yangx 

manax dipahamix bahwax sikapx profetikx merupakanx perilakux ataux 

 
87x Saputra,x “Pakarx Tatax Negara.” 
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perbuatanx yangx merujukx kepadax perilakux nabi,x sifatx nabi,x danx 

kepribadianx nabix yangx mengarahx kepadax ketuhanan,x dalamx halx 

inix adalahx sebagaimanax yangx dicontohkanx olehx Nabix Muhammadx 

SAW.x  

Sebelumx lebihx jauhx memahamix keteladananx Nabix 

Muhammadx SAW,x terlebihx dahulux menggunakanx pijakanx utamax 

dalamx Islamx yaknix Al-Qur’an,x merujukx padax dasarx Al-Qur’anx al-

karimx berkaitanx denganx kemestianx menunaikanx amanatx danx 

menetapkanx hukumx secarax adil,x sebagaimanax tertuangx dalamx Al-

Qur’anx (Q.S.x an-Nisa’:x 58): 

xاِّنَّ  اللّ  َ   x يََْمُركُُمْ    x انَْ   x تُ ؤَدُّوا  x ن تِّ   الَْْم  x اِّلَ َٰٓ   x اهَْلِّهَاۙ   x وَاِّذَا  x  
xحَكَمْتُمْ  بَيَْْ    x النَّاسِّ   x انَْ   x تََْكُمُوْا  x لْعَدْلِّ   بِّ x ۗ x   

“sesungguhnyax Allahx menyuruhx kamux menyampaikanx 
amanatx kepadax yangx berhakx menerimanya,x danx menyuruhx 
kamux apabilax menetapkanx hukumx dix antarax manusiax 
supayax kamux menetapkannyax denganx adil.”x 88 

 

Merujukx padax tafsirx Al-Muyassarx /x Kementrianx Agamax 

Saudix Arabiax dijelaskanx bahwa,x sesungguhnyax Allahx 

memerintahkanx kalianx untukx menunaikanx amanatx yangx berbeda-

bedax yangx kalianx dipercayax untukx menyampaikannyax kepadax parax 

pemiliknya,x makax janganlahx kalianx melalaikanx amanatx itu.x Danx 

Diax memerintahkanx kalianx untukx memutuskanx perkarax diantarax 

manusiax denganx dasarx keadilanx danx objektif,x bilax kalianx 

 
88x “Suratx An-Nisax Ayatx 58x Arab,x Latin,x Terjemahx Danx Tafsirx |x Bacax Dix 

TafsirWeb.” 
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memutuskanx permasalahanx diantarax mereka.x Danx itux adalahx sebaik-

baikx nasihatx yangx Allahx sampaikanx kepadax kalianx danx memberix 

petunjukx kalianx kepadanya.x Sesungguhnyax Allahx Mahax Mendengarx 

ucapan-ucapanx kalian,x menelitix seluruhx perbuatanx kalianx lagix 

Mahax Melihatnya.89 

Konteksx keadilanx ataux katax “adil”x menurutx M.x Quraishx 

Syihabx dalamx al-Qur’anx denganx berbagaix bentuknyax terulangx 

sebanyakx 28x kali,x denganx temax danx konteksnyax yangx berbeda.90x 

Salahx satux firmanx Allahx yangx menyampaikanx bahwax Allahx 

mencintaix orang-orangx yangx berperilakux adil,x terutamax untukx parax 

pemimpin,x termaktubx dalamx Q.Sx al-Hujurat/49:9x sebagaix berikut: 

xوَإِّن طآََٰئِّفَتَانِّ   x مِّنَ   x ٱلْمُؤْمِّنِّيَْ   x ٱقْ تَ تَ لُوا۟   x فأََصْلِّحُوا۟   x نَ هُمَا  بَ ي ْ xۖ x فإَِّن    x  
xبَ غَتْ  هُمَا   إِّحْدَى   x عَلَى  x ٱلُْْخْرَى     x تِّلُوا۟   فَ قَ  x ٱلَّتِّ   x تَ بْغِّى  x حَتَّ    x ءَ   تَفِّىَٰٓ x إِّلََ َٰٓ   x أمَْرِّ    x 
xٱللَِّّّ  ۚ x فإَِّن  x فآََٰءَتْ   x فأََصْلِّحُوا۟   x نَ هُمَا  بَ ي ْ x بِّٱلْعَدْلِّ   x طُوَٰٓا۟   وَأقَْسِّ x ۖ x إِّنَّ   x ٱللََّّ   x يُِّبُّ   x  

طِّيَْ   ٱلْمُقْسِّ
“Danx kalaux adax duax golonganx darix merekax yangx berimanx 
itux berperangx hendaklahx kamux damaikanx antarax keduanya!x 
Tapix kalaux yangx satux melanggarx perjanjianx terhadapx yangx 
lain,x hendaklahx yangx melanggarx perjanjianx itux kamux 
perangix sampaix surutx kembalix padax perintahx Allah.x Kalaux 
diax telahx surut,x damaikanlahx antarax keduanyax menurutx 
keadilan,x danx hendaklahx kamux berlakux adil;x sesungguhnyax 
Allahx mencintaix orang-orangx yangx berlakux adil.”x 91 

   

 
89 Aidh Al-Qarni;, Tafsir Muyassar Jilid 1 (Juz 1-8) (Qisthi Press, 2008), 

//eperpus.kemenag.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D41670. 
90x Redaksix Muhammadiyah,x “Adilx Yangx Patutx Danx Standar,”x Muhammadiyahx 

(blog),x Septemberx 1,x 2020,x https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar-2/. 
91x Muhammadiyah. 
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Rasulullahx SAWx bersabda: 

xأهَْلُ  الْْنََّةِّ   x ثَلاثَةٌَ   x ذُو  x سُلْطاَن    x طٌ   مُقْسِّ x مُتَصَدِّ قٌ   x مُوَفَّقٌ   x وَرَجُلٌ   x  
يمٌ  xرَحِّ رَقِّيقُ   x الْقَلْبِّ   x لِّكُلِّ    x ذِّى  x قُ رْبَ   x وَمُسْلِّم    x وَعَفِّيفٌ   x مُتَ عَفِّ فٌ   x ذُو   x 

xعِّيَال    ) x مسلم    
 

“(Diantara)x penghunix surgax ialahx tigax orang;x seorangx 
penguasax yangx adil,x sertax ahlix sedekahx danx mendapatx 
bimbinganx darix Allah;x orangx yangx memilikix sifatx 
penyayangx danx lembutx hatix kepadax keluargax dekatnyax danx 
setiapx kepadax muslimx sertax orangx yangx tidakx maux 
meminta-mintax sementarax iax menanggungx bebanx keluargax 
yangx banyakx jumlahnya.”x (HRx Muslim)x 92 

 
Beberapax nashx diatasx menyampaikanx danx menunjukkanx 

bahwax penegakanx keadilanx merupakanx gagasanx pentingx dalamx 

ajaranx Islamx karenax itulahx salahx satux jalanx kemaslahatanx umatx 

ataux wargax negarax dalamx meraihx keselamatanx baikx dix duniax 

maupunx dix akhirat.x Demikianx jugax denganx sesuatux yangx bertolakx 

belakangx denganx keadilanx yaknix kedzalimanx makax yangx datangx 

konsekuensix darix perilakux dzalimx adalahx kecaman,x sebagaimanax 

sabdax Rasulullahx SAW: 

xات َّقُوا الظُّلْمَ   x فإَِّنَّ   x الظُّلْمَ   x ظلُُمَاتٌ   x يَ وْمَ   x الْقِّيَامَةِّ(   x صحيح   x مسلم   

“Takutlahx berbuatx dzalimx karenax sungguhx iax 
mendatangkanx kegelapan-kegelapanx dix harix Kiamat.”x (HR.x 

Muslim)93 

 

 
92x Muhammadiyah. 
93x Muhammadiyah. 



 

67 
 

Kemudian asumsi dasar dari paradigma profetik dapat bersumber 

dari moralitas hukum Piagam Madinah yang dipahami secara asumsi 

ontologis, asumsi epistemologis, dan asumsi aksiologis. Secara ontologis 

dari paradigma profetik selalu berpegangteguh pada moral ilahiyah yang 

sama sekali tidak bisa dipisahkan dari hukum yang diterapkan. Kemudian 

paradigma profetik secara epistemologis, moral merupakan satu komponen 

inti yang menghadirkan Tuhan dalam menciptakan keteraturan hukum. 

Selanjutnya secara asumsi aksiologis, norma hukum bersama dengan norma 

moral dan agama dapat dipandang sebagai jalan kembali menuju fitrah.94 

Kembalix padax konteksx Islamicx Constitutionalismx yangx manax 

telahx dijelaskanx dix landasanx teori,x komparasix antarax pengertianx 

islamic,x danx constitutionalismx adalahx dapatx dimaknaix sebagaix 

sebuahx pahamx permulaanx darix segalax peraturanx mengenaix suatux 

negarax yangx berdasarkanx konsepx ajaranx agamax islam.x Diperincix 

lagix bahwax sebagaix permulaanx darix segalax peraturanx suatux negarax 

berasalx danx berdasarkanx nilai-nilaix yangx terkandungx dalamx Al-

Qur’anx danx Hadistx ataux Sunnahx Nabix Muhammadx SAW. 

Selanjutnyax padax substansix Pasalx 28D,x danx 28Ix adalahx 

sama-samax membicarakanx mengenaix konteksx keadilan.x Dalamx 

praktikx yangx sedangx dibahasx adalahx berkaitanx denganx batasx usiax 

danx masax tugasx pimpinanx KPK.x Dalamx halx inix Mahkamahx 

 
94 Fitrah Hamdani, “PARADIGMA PROFETIK: Antara Konsep Moralitas Piagam 

Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart,” Jurnal Jurisprudence 6, no. 1 (January 6, 

2017): 66, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2995. 
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Konstitusix bertindakx sebagaix lembagax peradilan,x yangx tentunyax 

akanx memutusx permohonanx ataux perkarax denganx seadil-adilnya. 

Jikax merujukx padax anailisx sub-babx yangx pertamax membacax 

nalarx hukumx hakimx dalamx memutusx permohonanx tersebutx yangx 

lebihx condongx padax metodex penafsiranx prudensialx yangx manax 

condongx kepadax pertimbanganx kalkulasix politik,x meskipunx tidakx 

secarax terang-teranganx tertulisx dalamx putusan.x Terlebihx lagix padax 

saatx dibacakannyax putusanx tersebutx dalamx waktu-waktux 

menyongongx pemilux 2024,x dikhawatirkanx adax kepentinganx 

terselubungx yangx dilewatkanx Lembagax KPK. 

Olehx karenax itu,x dalamx konteksx penelitianx inix yangx 

semakinx mengerucutx padax pembahasanx substansix keadilanx yangx 

dikorelasikanx denganx eksistensix pimpinanx KPK.x Makax Islamicx 

Constitutionalismx memberikanx tawaranx konsep,x yaknix dalamx halx 

inix konsepx keadilanx dalamx sudutx pandangx Islam. 

Terdapatx tigax aspekx hakikatx keadilanx yangx mestinyax 

ditegakkanx yangx dirangkumx dalamx konsepx adilx yangx patutx danx 

standar95,x yangx pertamax adilx dalamx artix samax (al-Musawat).x 

Yaknix perlakukanx yangx samax ataux tidakx membeda-bedakanx antarax 

yangx satux denganx yangx lain,x konteksx yangx dimaksudx yaknix 

persamaanx hakx perlindunganx atasx kekerasan,x kesempatanx dalamx 

Pendidikan,x peluangx mendapatkanx kekuasaan,x memperolehx 

 
95x Muhammadiyah, “Adil Yang Patut Dan Standar.” 
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pendapatanx danx kemakmuran.x Termasukx jugax dalamx hakx 

kedudukanx dalamx prosesx dimukax hukumx denganx tidakx 

memandangx ras,x kelompok,x kedudukan/jabatan,x kerabat,x kayax ataux 

miskin,x maupunx sampaix kepadax orangx yangx disukaix ataux dibencix 

bahkanx terhadapx musuhx ataux kompetitorx sekalipun. 

Kedua,x adilx dalamx artix keseimbanganx (at-Tawazun),x 

seimbangx disinix bukanx dimaknaix sebagaix keseimbanganx antarax 

duax pihakx yangx diukurx secarax kuantitatif,x tetapix lebihx kepadax 

proporsionalx danx professional.x Selanjutnyax yangx ketigax adalahx 

adilx dalamx rangkax perhatianx terhadapx hak-hakx individux danx 

memberikanx hak-hakx itux kepadax setiapx pemiliknya.x Adilx yangx 

dimaksudx didefinisikanx sebagaix menempatkanx sesuatux padax 

tempatnyax ataux memberix pihakx lainx haknyax melaluix jalanx yangx 

terdekat.x Kontradiksinyax adalahx kezalimanx yangx manax 

menempatkanx sesuatux tidakx padax tempatnya.x Analoginyax ketikax 

meletakkanx pecix padax kepalax itulahx keadilan,x danx jikax 

meletakkanx pecix padax kakix itulahx yangx disebutx kezaliman. 

Alasanx mengenaix persoalanx diskriminatifx dalamx konteksx 

batasx usiax danx masax jabatanx pimpinanx KPKx yangx dimohonkanx 

olehx pemohonx jikax disandingkanx denganx salahx satux aspekx adilx 

yaknix sama,x yangx salahx satux secarax khususx ditujukanx hakx untukx 

mendapatkanx peluangx yangx samax dalamx mendapatkanx kekuasaan,x 

seharusnyax pemohonx dalamx halx inix sebagaix perwakilanx atasx 
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banyakx orangx bahkanx atasx namax semuax golonganx danx ras,x tetapix 

padax faktanyax pemohonx secarax eksplisitx danx implisitx hanyax 

menyuarakanx haknyax sendiri. 

Makax jikax dinilaix darix perspektifx Islamicx Constitutionalism,x 

implikasix darix putusanx Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-

XX/2022x Terhadapx Eksistensix Kelembagaanx Komisix Pemberantasanx 

Korupsi,x Mahkamahx Konstitusix dalamx halx inix belumx sepenuhnyax 

menerapkanx prinsipx keadilanx sebagaimanax yangx diajarkanx dalamx 

Islam.x Konsekuensix logisnya,x jikax pimpinanx KPKx sajax dalamx 

prosesx kedudukannyax tidakx melaluix prosesx yangx sex adil-adilnya,x 

makax secarax tupoksix sebagaix gardax terdepanx untukx memberantasx 

korupsix dikhawatirkanx tidakx akanx maksimal. 

Kemudianx jikax dianalisax denganx pendapatx Muhammadx 

Shiddiqx Armiax yangx memberikanx pijakanx semacamx maqasidx 

syariyyahx meliputix tujuhx tujuanx utamax yangx bisax diadopsix olehx 

konstitusix negarax yaknix mempunyaix unsurx perlindunganx 

ummah/umum,x mempunyaix unsurx perlindunganx melindungix 

jiwa/nyawa,x mempunyaix unsurx perlindunganx akal/pikiran,x 

mempunyaix unsurx perlindunganx keturunan,x mempunyaix unsurx 

perlindunganx harta/kepemilikan,x mempunyaix unsurx perlindunganx 

lingkungan,x mempunyaix unsurx perlindunganx agamax islam.x Makax 
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substansix darix Pasalx 28Dx ayatx (1),x (2),x danx (3)96,x danx Pasalx 28Ix 

ayatx (2)97x Undang-Undangx Dasarx Negarax Republikx Indonesiax 

Tahunx 1945x adalahx mempunyaix unsurx terhadapx perlindunganx 

umum/ummah.x Tetapix dalamx penerapannyax padax putusanx 

Mahkamahx Konstitusix Nomorx 112/PUU-XX/2022x justrux terkesanx 

memberikanx perlindunganx padax subjekx tertentux yangx sedangx 

konservatifx dalamx kekuasaanx dix sebuahx Lembagax independentx 

negarax yaknix Komisix Pemberantasanx Korupsi. Kemudian secara 

moralitas profetik kurang mencerminkan nilai-nilai dasar asumsi paradigma 

profetik baik secara asumsi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96x Pasalx 28D:x (1)x setiapx orangx berhakx atasx pengakuan,x jaminan,x perlindungan,x 

danx kepastianx hukumx yangx adilx sertax perlakukanx yangx samax dix hadapanx hukum;x (2)x 

setiapx orangx berhakx untukx bekerjax sertax mendapatx imbalanx danx perlakuanx yangx adilx 

danx layakx dalamx hubunganx kerja;x (3)x setiapx wargax negarax berhakx memperolehx 

kesempatanx yangx samax dalamx pemerintahan. 
97x Pasalx 28Ix (2)x Setiapx orangx berhakx bebasx atasx perlakuanx yangx bersifatx 

diskriminatifx atasx dasarx apax punx danx berhakx mendapatkanx perlindunganx terhadapx 

perlakuanx yangx bersifatx diskriminatifx itu 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Dalam pengujian Pasal 29e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan 

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 nalar yang digunakan 

cenderung pada non-originalism cenderung mengarah pada judicial 

activism karena hakim menempatkan diri sebagai positif legislator dan 

mengarah pada metode penafsiran prudensial yang berpotensi pada 

kalkulasi politik dikarenakan momentum pengujian undang-undang 

tersebut menyongsong Pilpres 2024. 

2. Selanjutnya implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-

XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam perspektif dari Islamic Constitutionalism adalah bahwa 

jika pimpinan KPK dalam proses kedudukannya tidak melalui proses 

yang se adil-adilnya sebagaimana nilai profetis, maka konsekuensi 

logisnya dalam menerapkan tupoksi sebagai garda terdepan dalam 

memberantas korupsi maka dikhawatirkan tidak akan maksimal, alih-

alih keadilan yang diterapkan tetapi justru kezaliman yang 

dikhawatirkan terjadi. 
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B. Rekomendasi 

Dari kesimpulan diatas maka rekomendasi penulis adalah 

1. Dalam menangani perkara judicial review hendaknya hakim 

Mahkamah Konstitusi konsisten dalam menyikapi sebuah permohonan 

yang secara substansi sama dengan permohonan sebelumnya yakni 

berkaitan dengan konsistensi open legal policy, serta Hakim hendaknya 

dalam memutus mengabaikan tekanan kepentingan individual maupun 

golongan yang justru mengesampingkan keadilan dan moralitas. 

2. Dalam mengadili perkara judicial review yang berimplikasi pada 

kelembagaan dan ketatanegaraan hendaknya Hakim Mahkamah 

Konstitusi menerapkan pertimbangan moralitas sebagaimana dalam 

nilai-nilai profetis dalam Islamic Constitutionalism, sehingga dapat 

memberikan ruh pada organ negara dengan nilai-nilai profetik baik 

secara ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. 

3. Penelitian ini masih bersifat pendekatan konseptual dan peraturan 

perundang-undangan dengan pengambilan data yang belum 

komperehensif karena sebatas normatif. Maka rekomendasinya adalah 

supaya melanjutkan penelitian ini dengan data yang lebih 

komperehensif dengan lebih empiris dan menggunakan pendekatan 

yang lebih filosofis agar analisa dapat lebih radik. 
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